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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat

limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami melakukan penyusunan Standar Operasional
OP AP) yang mengacu pada Peraturan Menteru Pendayagunaan

Prosedur Administrasi ( S

Aparatur Negara dan Refirmasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman

penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi ( SOP AP) di Dinas Perdagangan dan

Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi ( SOP AP) ini dilandasi suatu pemikiran bahwa tantangan yang dihadapi Dinas

Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam mengimplementasikan

Reformasi Birokrasi masih perlu ditingkatkan.

Pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi ( SOP AP) ini

dimulai dari pengkajian awal sistem hingga pengesahan Standar Operasional Prosedur
Administrasi ( SOP AP) dimulai dari bukan April sampai dengan Mei 2018.

Melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi ( SOP AP) ini,

diharapkan menjadi pedoman bagi Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten

Labuhanbatu Utara dalam pelaksanaan kegiatan di internal organisasi.

Aek Kanopan, 02 Januari 2021

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABU BATU UTARA
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

mengantisipasi perkembangan global saat ini dan guna

esia No. 25 tahun 2009 Tentang

Dalam rangka
mengimplementasikan Undang-undang Republik Indon
undang No. 23 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi

Pelayanan Publik serta Undang-
h, telah

Undang-undang No. 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintahan Daera

memberikan kewenangan Kepada Pemerintah Daerah khususnya kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dengan menggunakan

prinsip otonomi yang seluas-luasnya, dalam arti daerah diberi kewenangan untuk mengurus

dan mengatur urusan yang telah menjadi kewenangan daerah. Salah satu kewenangan yang
dimiliki oleh daerah Antara lain membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan
yang terbaik untuk publik, peningkatan peran serta, prakarsa dan Pemberdayaan masyarakat
akyat. Untuk itu perlu adanya penataan tata

yang bertujuan pada Peningkatan kesejahteraanr.
sedur (SOP) Berdasarkan

laksana yang diwujudkan dalam bentuk Standar Operasional Pro

Permenpan No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP.
Kegiatan Belanja Jasa Pihak Ketiga Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

memerlukan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada di dalam institusi

pemerintah.
1.2 Tujuan dan Sasaran
Kegiatan Belanja Jasa Pihak Ketiga Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
bertujuan untuk :
1. Mewujudkan tata kerja yang teratur dan terukur secara jelas pada setiap unit kerja.
2. Memastikan bahwa kinerja, proses bisnis meningkat secara berkesinambungan.
3. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pegawai.
4. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap jabatan dalam organisasi.
Adapun sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah :
1. Adanya dokumen SOP berdasarkan Permenpan No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP.

2. Terlatihnya segenap pegawai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP.

3. Tersedianya sistem dokumentasi yang baik.



1.3 Ruang Lingkup

Batasan atau lingkup kegiatan Belanja Jasa Pihak Ketiga Penyusunan Standar

Operasional (SOP) mencakup seluruh unit kerja dan aktivitas yang ada di Dinas Perdagangan
dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara.
1.4 Manfaat

Dengan tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam lingkungan unit kerja

Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara selaku penyelenggara

manfaat yang diperoleh meliputi antara lain :

1. Sebagai standardisasi cara yang dilakukan oleh Aparatur dalam menyelesaikan

pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang
Aparatur dalam melaksanakan tugasnya.

3. Meningkatkan efisiensi dan Efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
sebagai individual Aparatur dan Organisasi secara keseluruhan.

4. Membantu Aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi
management, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan
proses pekerjaan tugas sehari-hari.

5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.

6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan Aparatur cara konkrit
untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah

dilakukan.

7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan dapat berlangsung
dalam berbagai situasi.

8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat baik dari sisi mutu, waktu dan

prosedur.

9. Memberikan Informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh
Aparatur dalam melaksanakan tugasnya.

10. Memberikan Informasi bagi upaya peningkatan kompetensi Aparatur.

11. Memberikan Informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seseorang Aparatyr
dalam melaksanakan tugasnya.

12. Sebagai instrumen yang dapat melindungi Aparatur dari kemungkinan tuntutan

Hukum dikarenakan tuduhan melakukan penyimpangan.



13. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.

usuran terhadap kesalahan-kesalahan Prosedural dalam

14. Membantu  penel

memberikan pelayanan.

15. Membantu memberikan Informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar

pelayanan, sehingga dapat memberikan Informasi bagi kinerja pelayanan.

1.5 Landasan Hukum

1. Undang undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman

Republik Indonesia.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentan

uran Presiden Nomor 81 Tahun 20120 Tentang Grand Design Reformasi

g Pelayanan Publik.

3. Perat
Birokrasi 2010-2025

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.18 Tahun 2016 Tentabg Perangkat

Daerah.
Per mempan & RB Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur.

6. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 060/084 Tanggal 11 Januari

2017 Perihal Pengadaan Stempel Dinas, Kop Naskah Dinas dan Sampul Surat Dinas

Serta Penyusunan SOP/SPP/SKM.



BABII

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN SOP AP

Pelaksanaan Kegiatan Belanja Jasa Pihak Ketiga Penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) ini dilaksanakan mulai tanggal 30 April s.d Mei 2018. Kegiatan ini dimulai dari

tahapan pengkajian awak sistem hingga pengesahan dokumen SOP oleh Dinas Perdagangan

dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara, seperti yang tertuang pada tabel berikut

ini:
No | Modul Nama Modul Uraian Kegiatan Pelaksanaan

1 Pengkajian Awal | Pengkajian Awal Sistem 4 Januari 2021

2 | Sistem & | Pembentukan TIM 7 Januari 2021
Pembentukan TIM

301 Pelatihan Pelatihan Pemahaman & | 8,9 Januari 2021
Pemahaman & | Dokumentasi SOP
Dokumentasi SOP

4 Identifikasi Judul Dokumen SOP | 11 Januari 2021

5 Pembuatan Dokumen SOP 14, 15, 18, 21

Januari 2021

6 1] Pembuatan Focus Group Discussion | 22, 23 Januari
Dokumen Dokumen SOP 2021

7 Verifikasi dan Perbaikan | 24 Januari 2021

Dokumen SOP
8 Sosialisasi Dokumen SOP 25 Januari 2021
9 Pengesahan Dokumen 28 Januari 2021

2.2 PENGKAJIAN AWAL SISTEM DAN PEMBENTUKAN TIM (MODUL I)

1. Pengkajian Awal Sistem

Tahapan ini bertujuan untuk mengindentifikasi Standar Operasional Prosedur (SOP)

melalui tupoksi yang telah ditetapkan, mengetahui bisnis proses di organisasi mengetahui



struktur organisasi yang berlaku, mengetahui ruang lingkup organisasi yang diterapkan
pada Dinas Perdagagan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Sesuai dengan jadwal yang telah disepakati pihak Dinas perdagangan dan Koperasi
UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan PT. SMES Konsulindi Manajemen pada
tahapan awak atau pengkajian awak sistem ini dilakukan selama satu hari.

Pada tahapan pengkajian awal sistem dilakukan dengan mewawancarai personel di
unit kerja yang berkaitan dengan SOP dengan tujuan agar diketahui sasaran, lingkup serta
proses penyusunan SOP yang ingin di susun oleh Tim Dinas Perdagangan dan Koperasi
UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara. Tahapan Pengkajian Awal Sistem yang dilaksanakan
di Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yakni dimulai dari penjelasan
kepada Tim Penyusunan SOP terkait jadwal pendampingan kegiatan penyusunan SOP dan
mendiskusikan alur proses kegiatan yang dilakukan oleh Tim Dinas Perdagangan dan
Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara.

2. Pembentukan Tim

Hari selanjutnya, Tim Tenaga Ahli melakukan kunjungan ke Dinas Perdagangan dan
Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menjelaskan tentang tugas dan
tanggung jawab sebagai Tim Penyusun SOP serta menjelaskan tentang jadwal serta
tahapan konsultasi berikutnya ke Tim SOP. ( Terlampir pada Persiapan dan Pelapor Modul
| mengenai Pengkajian Awal Sistem dan Pembentukan Tim)

2.3 PELATIHAN PEMAHAMAN DAN DOKUMENTASI SOP (MODUL )

Pada tahapanini Tenaga Ahli akan memberikan pemahaman terhadap SOP berdasarkan
Permen PAN & RB No 35 Tahun 2012 dan memberikan latihan-latihan untuk pembuatan
dokumen SOP

2.4 SUPERVISI DOKUMENTAS! (MODUL )
1. Identifikasi Judul Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pada tahapan ini, Tim Tenaga Ahli melakukan interview ke personil atau Tim Penyusun
SOP yang berada di Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara
dengan alur proses kegiatan yang disesuaikan dengan tupoksi dan peraturan terkait.

Setelah dilakukan interview dan hasil identifikasi judul SOP didapatkan beberapa

jumlah judul SOP yang terlampir dalam Persiapan dan Pelaporan Modul 1l (Supervisi

Dokumentasi).



2. Pembuatan Dokumen SOP AP&SP

Pada tahapan ini, setelah Tim Tenaga Ahli melakukan identifikasi judul SOP. Tim
Tenaga Ahli mulai menyusun SOP yang dimulai dari proses perencanaan kegiatan ataupun

penerimaan permintaan permohonan dari pemohon baik internal maupun eksternal hingga

pelaporan kegiatan.
3. Focus Group Discussion (FGD) dokumen SOP

Pada tahapan ini, Tim Tenaga Ahli bersama Tim Penyusun SOP Dinas Perdagangan dan
Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan Focus Group Discussion untuk
membahas kesesuaian SOP yang telah disusun Tim dengan peraturan-peraturan terkait.
Focus Group Discussion ini dihadiri oleh Tim Penyusun SOP dari Dinas Perdagangan dan
Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara.

4. Verifikasi dan Perbaikan Dokumen SOP

Pada tahapan ini, Tim Tenaga Ahli melakukan perbaikan dokumen SOP berdasarkan
hasil Focus Group Discussion (FGD) kemudian Tim Tenaga Ahli mengunjungi ke Kepala
Bidang terkait atau penanggung jawab proses yang sesuai dengan SOP yang telah disusun
untuk memperivikasi hasil perbaikan dokumen SOP.

5. Sosialisasi Dokumen

Pada tahapan ini, dokumen SOP hasil FGD yang telah diperbaiki akan disosialisasikan
ke seluruh unit kerja yang ada di Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten
Labuhanbatu Utara .

6. Pengesahan Dokumen SOP

Pada tahapan ini, Tim Tenaga Ahli menyerahkan dokumen yang telah diperbaiki
diserahkan ke Kepala Bidang untuk di lakukan pengesahan dokumen SOP. Kemudian hasil
dokumen yang telah disahkan akan dijilid dan diserahkan kembali ke bidang tersebut

sebagai acuan dalam bekerja atau pelaksanaan pekerjaan.



BABIII
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Belanja Jasa Pihak Ketiga Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten
Labuhanbatu Utara dapat disimpulkan bahwa :

1. Kepala Dinas dan pegawai Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten
Labuhanbatu Utara memiliki komitmen yang baik dalam pelaksanaan kegiatan
penyusunan SOP.

2. Seluruh personel sangat aktif memberikan informasi alur proses kegiatan yang
ada di bidang tersebut dan responsif dalam melakukan verifikasi hasil
pembuatan dokumen SOP yang telah disusun.

3. Dokumen SOP yang disusun sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan terkait.

B. SARAN

Adapun beberapa saran yang dapat kami sampaikan dari kegiatan Belanja Jasa
Pihak Ketiga Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini, antara lain :

1. SOP yang telah disusun ini dapat diimplementasikan dengan baik oleh Dinas

Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara.

2. Bilaada perubahan alur proses kegiatan pada SOP ini, Tim Penyusun SOP dapat

merevisi SOP tersebut sehingga SOP yang telah disusun ini tetap menjadi

pedoman atau acuan untuk pelaksanaan kegiatan.

Aek Kanopan, Januari 2021

Kepala Dinas Perdagangan Dan Koperasi UKM
Kabupaten Labtkanbatu Utara




PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

MENENGAH

Jalan Jend. Sudirman No. 6-7 Kode Pos 21457 Aek Kanopan
Telp/Fax : (0624) 693014

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Nomor : 800/ 16 /Disdagkop.UKM/2021
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Menimbang :a. Bahwa dalam rangka menuju birokrasi pemerintahan yang efektif dan
efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan pada seluruh proses penyelenggaraan
administrasi pemerintahan;

b. Bahwa di Dinas Perdagabgan, Koperasi & UKM Kabupateb Labuhanbatu
Utara dipandang perlu menerapkan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan pada 6 (enam) bidang dalam proses
penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b diatas,
perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perdagangab, Koperasi & UKM
Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Stabdar Operasional Prosedur
Administrasu Pemerintahan Dinas Perdagangan, Koperasi & UKM
Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Mengingat: 1. Undang-undan Nomor 28 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahub 2009 Tentang Pelayanan Publik;

4, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintag Nomor 68 Tahun 1999 Tentabg Tata cara Peran Serta
Masyarakat dalam Penyelenggaraab Negara;

6. Peraturan Menteri Negera Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/15/M.PAN/7/2008 Tentabg pedoman Umum Reformasi Birokrasi;



Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DINAS PERDAGANGAN, KOEPRASI & UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

: Penerapan Standar Oeprasional Prosedur Administrasu Pemerintahan pada 6
(enam) bidang di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas
Perdagangan, Koperasi & UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagaimana

tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

: Setiap bidang yang ada di Dinas Perdagangan, Koperasi & UKM Kabupaten
Labuhanbatu Utara dalam pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi
pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi wajib mengikuti
ketentuan sebagaimana yang termuat dalam lampiran keputusan ini.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan akan direvisi
apabila terdapat perubahan didalamnya.

Ditetapkan di Aek Kanopan
Pada tanggal 05 Januari 2021

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
Kabupaten Labuhanbatu Utara




JUDUL SOP-AP DI DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NO JUDUL SOP KODE DOK SOP Jenis SOP

SEKRETARIAT

a. | SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

1 | SOP Pengelolaan Surat Masuk SOP/XVII.A.a.Ol/DlSDAGKOPKABLABURA/ZOZJ. Rutin

2 | SOP Pengelolaan Surat Keluar SOP/XVII.A.2.02/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Rutin

3 | SOP Pengadaan Barang dan Jasa SOP/XVII.A.a.03/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Penugasan

4 | SOP Perawatan Inventaris SOP/XVII.A.a.04/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Penugasan

5 | SOP Seleksi Penyedia Barang dan Jasa SOP/XVII.A.2.05/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Penugasan

6 | SOP Penempatan Pegawai SOP/XVII.A.a2.06/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Rutin

7 | SOP Monitoring Kehadiran SOP/XVII.A.2.07/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Rutin

8 | SOP Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai SOP/XVII.A.a.08/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Pelayanan

9 | SOP Usulan Izin Belajar SOP/XVII.A.3.09/DISDAGKOPKABLABURA/2021 Pelayanan

10 | SOP Pengusulan Cuti SOP/XVII.A.a.10/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Penugasan

11 | SOP Usulan Kenaikan Pangkat SOP/XVII.A.a.11/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Penugasan

12 | SOP Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala SOP/XVII.A.a.12/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Rutin

13 | SOP Pengusulan Karpeg, Askes dan Taspen SOP/XVII.A.a.13/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Rutin

14 | SOP Pembuatan Laporan Aparaturyang | ¢ y\yj A 2. 14/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Pelayanan
akan Pensiun

b. | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

23 (Sé)e ::;3'”5”"3" Rencana Strategis SOP/XVIL.A.2.01/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Penugasan

24 | SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SOP/XVII.A.b.01/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Penugasan

25 | SOP Penyusunan DPA SOP/XVII.A.b.02/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Penugasan

26 (S;’KZ';e”V”S""a" Rencana Kerja Anggaran | ¢ vv1. A b.03/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Penugasan

27 | SOP Penyusunan LAKIP SOP/XVII.A.b.04/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Penugasan

28 | SOP Penyusunan LPPD SOP/XVII.A.b.05/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Penugasan

29 | SOP Penyusunan LKPJ SOP/XVII.A.b.06/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Penugasan

30 | SOP Pelaksanaan Verifikasi SPJ SOP/XVII.A.b.07/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Penugasan
SOP Penyusunan Laporan Bulanan,

31 | Triwulan, Semesteran, Prognis dan Laporan | SOP/XVII.A.b.08/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Penugasan
Keuangan Akhir




JUDUL SOP-AP DI DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NO JUDUL SOP KODE DOK SOP Jenis SOP
BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGOLAHAN PASAR
a. | SEKSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
1 | SOP Pelaksanaan Kegiatan PRSU SOP/XVII.B.a.01/DISDAGKOPKABLABURA/2021 Rutin
5 | SOPRelakssnaanpamessd Killnet SOP/XVIL.B.2.02/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Rutin
Ramadhan Fair
SOP Pelaksanaan Peningkatan Produksi
3 | Produk Unggulan Daerah Dalam Negeri SOP/XVII.B.a.03/DISDAGKOPKABLABURA/2021 Rutin
dan Luar Negeri
SOP Penerbitan Surat Rekomendasi :
.B.a. t
4 Bemakaian Kekayaan Daerah SOP/XVI1.B.a.04/DISDAGKOPKABLABURA/2021 Rutin
b. | SEKSI METROLOGI
36 | SOP Pelayanan Tera/Tera Ulang/Kalibrasi SOP/XVII.B.b.01/DISDAGKOPKABLABURA/2021 Pelayanan
37 | SOP Pendataan UTTP wajib Tera SOP/XVII.B.b.02/DISDAGKOPKABLABURA/2021 Penugasan
38 | SOP Sosialisasi Pita Cukai SOP/XVII.B.b.03/DISDAGKOPKABLABURA/2021 Penugasan
39 | SOP Pengawasan Pita Cukai SOP/XVII.B.b.04/DISDAGKOPKABLABURA/2021 Rutin
SOP h
40 Pengawasan Bahan berbahaya pada | ¢y g b 05/DISDAGKOPKABLABURA/2021 RECUEASAI
pangan pelayanan
SOP Monitoring dan evaluasi harga -
41 kebutuhan pokok SOP/XVII.B.b.06/DISDAGKOPKABLABURA/2021 Rutin
SOP Pelaksanaan Operasi Pasar pada Hari .
42 Besar Keagamaan SOP/XVII.B.b.07/DISDAGKOPKABLABURA/2021 Rutin
SOP P P d ji
43 panga‘:‘"a"ga"a“ engaduan Uji Teradan | ¢ v\ & 1 08/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Pelayanan
c. | SEKSI PENGELOLAAN PASAR
SOP P itan S Rek ilzi
44 Berju:l::'b' an Surat Rekomendasilzin | ¢\ vy B  01/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Pelayanan
SOP P bit t B lik N 1zi
45 Berju;:ﬁr itan Surat Bea Balik Nama lzin | ¢/ )\ B ¢ 02/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Pelayanan
SOP Pemungutan Retribusi Pasar dan .
46 Sewa Kekayaan Daerah/Ruko SOP/XVII.B.c.03/DISDAGKOPKABLABURA/2021 Rutin
Pembi Perd
47 ig:i t::" :taa"/ embinaan Perdagang | gp/xvi1.8.c.04/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Rutin
P Repitalisasi P
43 Sngy:temba"g“"a" coitaisast Pasar SOP/XVIL.B.c.05/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Rutin




JUDUL SOP-AP DI DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NO JUDUL SOP KODE DOK SOP Jenis SOP

BIDANG KOPERASI & UKM

a. | SEKSI KELEMBAGAAN & PENYULUHAN KOPERASI

yg; | SOP Pelaksanzan kebijakanan Brogram SOP/XVIL.C.2.01/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Rutin
Pembangunan Koperasi

50 | SOP Monitoring dan evaluasi Perkoperasian | SOP/XVII.C.a.02/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Rutin

51 igs:r’:';t'ha"' Pendidikan dan Penyuluhan | ¢ /y\yi ¢ 2.03/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Penugasan

52 | SOP Pendataan Koperasi SOP/XVII.C.a.04/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Rutin

53 | SOP Pengawasan Koperasi SOP/XVII.C.a.05/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Rutin

54 | SOP Pembubaran Koperasi SOP/XVII.C.a.06/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Rutin

55 | SOP Peringatan Hari Koperasi SOP/XVII.C.a.07/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Rutin

56 ig:;;"i’be“t“ka" Rekomeridss} tzin SOP/XVII.C.2.08/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Rutin

57 | SOP Pembuatan Laporan Data Koperasi SOP/XVII.B.a.09/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Rutin

b. | SEKSI PEMBIAYAAN SIMPAN PINJAM & PEMBERDAYAAN KOPERASI UKM

P - s

pg | >o° Bembuatan RrogramiSimpan Rinjam SOP/XVII.C.b.01/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Penugasan
Dana Bergilir

59 | SOP Simpan Pinjam Dana Bergilir SOP/XVII.C.b.02/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Pelayanan
Sop - o

60 Kop:rz:;b"ata" Laparan Simpant Pinjam SOP/XVIL.C.b.03/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Rutin

61 | SOP Pembinaan dan Pengawasan Koperasi SOP/XVII.C.b.04/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Rutin
SOP Pemantauan Pinjaman Dana Bergulir ;

62 terhadap Koperasi dan pelaku UKM SOP/XVII.C.b.05/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Rutin

63 | SOP Penilaian Koperasi SOP/XVII.C.b.06/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Rutin

64 | SOP Penerbitan Penghargaan Koperasi SOP/XVII.C.b.07/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Penugasan

c. | SEKSI BINA USAHA PERTANIAN & NON PERTANIAN

65 | SOP Pendataan UKM SOP/XVII.C.c.01/DISDAGKOPKABLABURA/2021 Rutin

66 | SOP Perencanaan Pameran tentang UKM SOP/XVII.C.c.02/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Rutin

67 | SOP Pembuatan Laporan Pameran SOP/XVII.C.c.03/DISDAGKOPKABLABURA/2021 | Rutin

68 | SOP Sosialisasi UKM SOP/XVII.C.c.04/DISDAGKOPKABLABURA/2021 Rutin
SOP Pelatihan Kewirausahaan bagi .

69 Pemuda/Pemudi/Pengangguran SOP/XVII.C.c.05/DISDAGKOPKABLABURA/2021 Rutin




NOMOR SOP : SOP/XVII.A.a.01/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI : =
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH | : SEKRETARIS
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA :
SEKRETARIAT H. SOFYAN HA$IBUAN. SE, MAP
Pembina Tk. | (IV/b)
NIP: 19690408 199803 1 009
NAMA SOP . PENGELOLAAN SURAT MASUK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Tata Kearsipan di Daerah

2. Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP AP

3. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara No. 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

1. Memahami peraturan yang berlaku

2. Memahami tentang pengelolaan administrasi umum
3. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
4. Memiliki sikap teliti, sopan dan ramah

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Surat Keluar 1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Mesin Fotocopy

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila surat masuk tidak didistribusikan dengan baik maka surat masuk
tidak sampai di tujuan dan tidak dapat diketahui tindak lanjutnya

1. Buku Agenda
2. Lembar Disposisi

3. Ekspedisi




SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

Arsip

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan ini i i Keterangan
. Pengaciminisiras! | Kasubiay Sekretaris Kadis mams.u Kelengkapan Waktu Output 9
Umum Umum terkait
Menerima surat masuk kemudian T ——
mencatat surat masuk kedalam buku Stempel tanda P
: .. |Surat Masuk
1. |agenda dan menempelkan lembar terima 15 Menit
; e : : yang telah
disposisi, selanjutnya menyampaikan Buku Agenda ;
diagendakan
surat masuk ke Kasubbag Umum
Memeriksa surat masuk sebelum  siribiar
disampaikan kepada Sekretaris c . ., |Saran pada
2. : - by Disposisi 15 Menit . -
kemudian mendisposisikan surat ; lembar disposisi
Stabilo
tersebut
_s.mamzxmm wmnm:m_:mm: w,.:.m, masuk, CartelaumE
dimana yang bersifat penting maka akan N dapat
3. |diteruskan kepada Kepala Badan, Jika Surat Masuk 15 Menit yaud lanasun
ariygde: g A telah diarahkan gsung
bersifat biasa maka akan didisposisikan Kebafi disposisi ke
langsung kepada bidang yang dituju kasubbag
umum
Menerima surat dan mendisposisikan Control surat
surat kepada bidang yang dituju dan .. [masuk yang
% memberikan ke Kasubbag Umum SurE sk 15t telah diarahkan
melalui Sekretaris Kaban
5. _Sm::mmmxma v.m :mmaaiwﬁ_‘mmm Umtm Surat Masuk 15 Menit |Surat Masuk
untuk mendistribusikan surat masuk
Mendistribusik Bi kai ,
6. endistri cm_. an surat ke Bidang terkait Suratask 10 Menit |Ekspedisi
dan mengarsipkan surat
Surat Masuk Tanda terima
7. |Menerima surat untuk ditindaklanjuti A ) o 5 Menit |surat masuk
Ekspedisi




NOMOR SOP - SOP/XXV.A.a.02/DISDAGKOPKABLABURA/2021

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

< DISAHKAN OLEH SHXRETARIS
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA s
SEKRETARIAT H. SOFYAN MASIBUAN. SE, MAP
Pembina Tk. | (IV/b)
NIP: 19690408 199803 1 009
NAMA SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Tata Kearsipan di Daerah

1. Memahami peraturan tata naskah dinas
2. Memahami tentang pengelolaan administrasi umum

2. Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 3. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
Penyusunan SOP AP 4. Memiliki sikap teliti, sopan dan ramah
3. Peraturan Bupati Deli Serdang No. 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
" Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk 1. Komputer 5. Mesin Fotocopy
2. Printer
3. ATK
4. Stempel
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila surat keluar tidak disitribusikan dengan baik, maka informasi yang
akan disampaikan tidak akan sampai ke tujuan

1. Buku Agenda
2. Lembar Disposisi
3. Buku Ekspedisi




SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

mengirimkannya

Dinas

Dinas

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan ini i Keterangan
9 Bidang terkait Kasubibag Sekretaris Kadis Feogadminisiras: Kelengkapan Waktu Output g
Umum Umum
Mengkonsep Surat keluar sesuai ’ -
tindak lanjuti
1. xovcﬁczms\um&mmqum: i Lembar disposisi | 30 Menit [sesuai dengan
masuk untuk di teruskan ke
arahan kepala
Kasubbag umum
. — Konsep surat, ., |Konsep surat, Nota
2. [Menerima dan paraf kordinasi Nots Diiis 10 Menit Diniis
Memverifikasi konsep surat, jika TIDAK
3 setuju maka akan diparaf, jika tidak ” Konsep surat, 10 Menit Konsep surat, Nota
" [setuju maka akan dikembalikan Nota Dinas Dinas
untuk diperbaiki
. . .. YA Y
Memverifikasi konsep surat, jika TIDAK
4 setuju maka akan diparaf, jika tidak Konsep surat, 10 Menit Konsep surat, Nota
" |setuju maka akan dikembalikan Nota Dinas Dinas
untuk diperbaiki YA
menugaskan pengadministrasian
untuk
Memberikan nomor surat, tanggal
surat, stempel, menyiapkan amplop
5. |dan mencatat nomor surat di w.”:mn Keluar, Nota 10 Menit mEm» Keluar, Nota
: inas Dinas
agenda dan mengarsipkan surat
keluar
Menerima surat yang sudah di N
6. |berikan no dan tanggal dan Surat Keluar, Nota 5 Menit Surat Keluar, Nota




DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SEKRETARIAT

NOMOR SOP - SOP/XXV.A.a.03/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH : SEKRETARIS
H. SOFYAN HASIBVAN. SE, MAP
Pembina Tk. | (IV/b)
NIP: 19690408 199803 1 009
NAMA SOP . PENGADAAN BARANG DAN JASA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah beserta perubahannya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan SOP-AP

Pepres barang dan jasa

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

5 Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah

1. Memahami pengadaan barang dan jasa pemerintah

2. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pejabat pada unit kerja
terkait.

3. Mampu mengoperasikan komputer

4. Mampu melakukan pendataan barang

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Buku Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
2. Komputer

3. Printer
4. ATK

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila proses pengadaan barang tidak berjalan dengan baik, maka hasil dari
pengadaan tidak akan optimal

1. Surat Berita Acara Pemeriksaan
2. Surat Berita Acara Penerimaan
3. Daftar Barang




SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA

sesuai jadwal yang ditetapkan.

Pelaksana Mutu Baku
i i Keterangan
o Hagian Kadis | asubbag prK  |PPPOKJA| PPHP | Peedial koiongkapan | Waktu | Output ¢
Umum Supplier
Barang yang
Menetapkan rencana umum pengadaan yang sudah diadakan berupa
4 (dttayangkan dan menyerahkannya kepada kepala Agenda Kerja | 15Menit | NotaDinas [material dan
sub bagian umum untuk dibuat jadwal pelaksanaan saran penunjang
pengadaan barang/jasa pelayanan
z
Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan r_
; Order Order
2 |barang/jasa dan menyerahkannya kepada pejabat Pengadaan 4 Jam Pengadaan
pembuat komitmen (PPK)
Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan (HPS, r_
3 Spesifikasi teknis dan rancangan kontrak/SPK), dan Order 15 Menit Order
menyerahkannya kepada pejabat pengadaan/pokja Pengadaan Pengadaan
ULP untuk dilaksanakan pemilihan penyedia
Melaksanakan pemilihan penyedia, menetapkan
4 calon penyedia dan menyerahkan hasil _.L Order 10 Menit Order
pengadaannya kepada pejabat pembuat komitmen Pengadaan Pengadaan
untuk dibuatkan kontrak/SPK dan surat pesanan
Membuat dokumen kontrak dan surat pesanan untuk & Daftar Baran
ditanda tangani kedua belah pihak. Kemudian PPK == dani Jasa am:m
5§ [menyerahkan 1 (satu) dokumen kepada _ | Order Pesanan 1 Hari Barana:dan
penyedia/supplier agar pekerjaan dilaksanakan i El




SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA

penyedia/supplier untuk diganti sesuai dengan
pesanan/permintaan

Pelaksana Mutu Baku
o Ksgiaan Kadis Kasubbag PPK PP/POKJA PPHP _um=<m...&_m 4 Kelengkapan Waktu Output Heterangan
Umum Supplier

Menyerahkan barang sesuai dengan kontrak/SPK Daftar Barang <

6 dan surat pesanan serta jadwal yang ditetapkan, dan Jasa dan 4 Jai Surat BA,
membuat surat jalan untuk diserahkan kepada _J Barang dan Pemeriksaan
panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan Jasa
Memeriksa barang/jasa dan membuat BA hasil ridak BA hasil
pemeriksaan yang dikirim oleh penyedia/supplier. pemeriksaan dan
Jika barang/jasa yang dikirim sesuai kontrak/SPK BA serah terima
dan surat pesanan PPHP menerima barang/hasil ,r/ barang/jasa

7 pekerjaan dan membuat BA serah terima A } Barang dan d.dam Surat BA ditandatangani
barnag/jasa yang ditandatangani oleh PPHP pihak ke Jasa Penerimaan |oleh PPHP,
tiga PPK, PPTK, PPBJ disetujui oleh PA. Jika tidak Pihak Ketiga,
sesuai barang dikembalikan kepada PPK, PPTK,

PPBJ dan

disetujui oleh PA




DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SEKRETARIAT

NOMOR SOP SOP/XXV.A.a.06/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH SEWRETARIS
H. SOFYAN HRSIBUAN. SE, MAP
Pembina Tk. | (IV/b)
NIP: 19690408 199803 1 009
NAMA SOP PERAWATAN INVENTARIS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah beserta perubahannya ’

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008 Tentang Pedoman
Pemeliharan dan Perawatan Bangunan Gedung

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan SOP-AP

7. Pperaturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

1. Memahami Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Inventaris

2. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pejabat pada unit terkait
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Memiliki sikap teliti

Daerah
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Perbaikan Inventaris 1. Komputer
2. Printer
3. ATK

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila perawatan inventaris tidak dilakukan dengan konsisten, maka dapat
menyebabkan kerusakan pada alat / barang

1. Jadwal pemeliharaan berkala
2. Laporan Pemeriksaan

3. Laporan Pelaksanaan

4. BASTP




SOP PERAWATAN INVENTARIS

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Pemelihi Keterangan
9 Kepegawalan om_e“”oﬂ..- Sekretaris |  Kadis PPK PPBJ | PihakKe-3 | PPHP Kelengkapan | Waktu Output B
dan Umum
Instruksi/ penntah
Memerintahkan pemelihara kantor untuk melakukan ; " dan buku cataan,
1|p is Sesuai dengan _nsu:"xﬂ_\ vnq._-:_n._ 5 menit Jadwal
jadwal pemeliharaan berkala an buxiceren Pemeliharaan
Berkala
Melakukan pemeriksaan keadaan Inventaris sesuai
dengan jadwal P ¥ k
bersi kantor, kondisi
2 serta memperbaiki bagian Inventaris yang rusak __ _ Form Laporan 1 harl Laporan
agar tetap terpelihara dan terjaga kebersihannya Pemeriksaan Pemeriksaaan
dan melaporkan hasil pemeriksaan keadaan
Inventaris kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian
dan Umum
_.-vo_.,-: ; gecek kerusakan. — Laporan Laporan
3 |Hasl it epace P riksaan 2jam Pemeriksaan
untuk ditindaklanjuti. ome
Menganalisa laporan hasil pemeriksaan kerusakan,
i | Laporan Laporan
4 |kemudian disampaikan kepada Kepala BKD selaku m & 20 menit
KPA. N Pemeriksaan Pemeriksaan
Memeriksa laporan kerusakan Inventaris. Jika
anggaran p ikan tersedia didisposisikan kepada Tidak Laporan Instruksi atau
5 |PPK Jika anggaran tidak tersedia, dikembalikan Pemeriksaan yang |30 menit disposisi
kepada Sekretaris untuk diagendakan perbaikannya dianalisa
tahun berikutnya.
Ya
—
Menerima disposis! Kepala Badan, kemudian Instruksi ata Instruksi ata
6 |mengkoordinasikan kepada Kasubbag a.-no-,_!.- - 30 mentt h-uoc_!,- ¢
Kepegawaian dan Umum.
yamp kepada PPK Laporan Laporan
7 |agar menggunakan pihak ke — 3 atas perbaikan voﬂoa_ﬁg: 10 menit voﬂc;gz
tersebut.




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kesubbag | oo oiihara Keterangan
Kepegawaian Kantor Sekretaris Kadis PPK PPBJ Pihak Ke-3 PPHP Kelengkapan Waktu Output 9
dan Umum
Membuat memo kegiatan kepada Pejabat
Pengadaan agar dilakukan pengadaan Laporan
8 langsung/pelelangan kepada rekanan atau pihak ke Pemeriksaan 60 menit Memo Dines SOP Pengadaan Barang
- 3 untuk mengerjakan perbaikan kerusakan.
Menunjuk rekanan atau pihak ke - 3 kemudian hasil tiath benutivk
9 |penunjukan/ pemenang diserahkan kepada PPK mu Memo Dinas 3 har Xaa .v:.rr .:_w.u SOP Seleksi Suplier
untuk dibuatkan SPK/Kontrak P
M dob ' SPK/Kontrak Kerja untuk
ditanda tangani kedua belah pihak. Kemudian PPK SPK/Kon trak
10 |menyerahkan 1 (satu) dokumen kepada pihak ke-3 _ le Hesll ﬂ.ﬂ:._,%w ken |y hani Kerja yang
agar pekerjaan dilaksanakan sesuai schedule yang 1 PEIAK NG ditanda tangani
|ditetapkan.
Melaksanakan pekerjaan sesuai SPK/ Kontrak
11 |kemudian melaporkan kepada PPK bahwa STl e | e
pekerjaan telah mulal dilaksanakan \_,_ _ yang dran 0
Menerima laporan dari pihak = 3 untuk
12 ksanakan dian p | le Laporan 60 menit Laporan
pekerjaan dari internal kantor diserahkan kepada { I Pelaksanaan Pelaksanaan
Kasubbag Kepegawaian dan Umum
Mer kepada P hara Kantor agar
13 o > _ —_ 30 menit Laporan
perbaikan gedung dan halaman kantor dan Pelaksanaan Pelaksanaan
|melaporkan hasilnya
M pekerjaan p kan gedung dan
14 halaman kantor yang dikerjakan oleh pihak ke-3 Laporan 30 hari Laporan
untuk mengetahui perkembangan dan _ | Pelaksanaan Pelaksanaan
|perbaikannya
" . . — Laporan
15 Menyampaikan laporan hasil penyelesaian _ 30 hari penyelesaian
pekerjaan kepada PPK L pekerjaan
Tidak
laporan peny ) pekerjaan, Laporan
mengecek pisik. Jika sesuai dokumen SPK/Kontrak ] penyelesaian Laporan
16 |beserta lampirannya diserahkan kepada PPHP. Jika pekerjaan, dokumen [ 60 menit penyelesaian
laporan tidak sesuai dengan pisik pekerjaan ek SPK/Kontrak, data pekerjaan
|dikembalikan kepada pihak ke-3 untuk diperbaiki dukung lainnya
Melakukan pemeriksaan pekerjaan fisik, bahan
yang digunakan. Jika sesuai dengan isi dokumen Laporan
47 | SPK/Kontrak, membuat dan mendatangani BASTP penyelesaian 1 har BASTP
dan diserahkan kepada PPK. Jika tidak sesuai, pekerjaan
dilaporkan kembali ke PPK agar tidak dilakukan
pencairan. Ya
Menerima BASTP yang ditanda tangani oleh PPHP Asli BASTP yang
18 |dan pihak ke-3 kemudian foto copy BASTB ditanda tangani 30 menit BASTP
diserahkan kepada PPHP.
Dokumen
PPHP menerima foto copy BASTP kemudian A v Foto Copy BASTP | .0 ot [sPK/kon trak dan
19 yang ditanda tangani BASTP




2.
3.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah beserta perubahannya

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan SOP-AP

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

NOMOR SOP : SOP/XXV.A.a.07/DISDAGKOPKABLABURA/2018
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
> DISAHKAN OLEH SEKRETARIS
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA N
SEKRETARIAT H. SOFYAN HASIBUAN. SE, MAP
Pembina Tk. | (IV/b)
NIP: 19690408 199803 1 009

NAMA SOP : PERBAIKAN INVENTARIS

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Memahami penggunaan peralatan untuk perbaikan Peralatan dan Mesin

2. Memahami teknis perbaikan
3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 SOP Perawatan Inventaris 1 Komputer

2 Printer

3 ATK

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila aset tidak diperbaiki dengan baik dan diperbaiki dengan cepat, maka
akan dapat memperpendek umur dari aset tersebut serta mempengaruhi kinerja
pegawai.

1 Form Laporan Kerusakan
2 Laporan Hasil Perbaikan




PROSEDUR PERBAIKAN INVENTARIS

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Pemohon Stafs iasuhbag Plhale Kelengkapan Waktu Output Ketopngan
Subbag Umum Ketiga
Melaporkan kerusakan inventaris Form Laporan
1. |yang ada di ruangan kepada staff ﬂmﬂ”_mwmwms: 30 Menit Keiil mmst
subbag umum
Melakukan pemeriksaan fisik | Form Laporan
2. |terhadap inventaris yang dilaporkan _|||_ ﬂmﬂﬂmwmmmﬂm: 1 Jam _AmEmme:
kerusakannya
Membahas penggunaan anggaran :
: A Form Laporan ; Keputusan mengenai
3. |perbaikan dengan Sekretaris dan 1 jam :
PPTK Kerusakan anggaran perbaikan
4 Menunjuk rekanan untuk melakukan Form Laporan i harl Form Laporan
" |proses perbaikan Kerusakan Kerusakan
Melakukan proses perbaikan : ; . . ;
5. i Laporan Hasil Perbaikan 7 hari Laporan Hasil Perbaikan
Memeriksa hasil perbaikan, jika
sudah sesuai maka akan
menandatangani berita acara TIDAK : ; . .
6. perbaikan. Jika tidak sesuai maka Laporan Hasil Perbaikan| 2 Jam  |Laporan Hasil Perbaikan
akan melakukan proses perbaikan VA
ulang
Melakukan serah terima kepada unit | . iafi
7. |terkait pengguna inventaris dan Laporan Hasil Perbaikan 1 Jam %<m=hm_.,__nm. yang tela
mengarsipkan seluruh dokumentasi Iperpaix]
8. zm:mzam inventaris yang telah Inventaris yang telah 10 menit Inventaris yang telah
diperbaiki A v diperbaiki diperbaiki




NOMOR SOP SOP/XXV.A.a.04/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH SEKRETRRIS
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA y
SEKRETARIAT H. SOFYAN HASIBURN. SE, MAP
PembinatTk. | I\V/b)
NIP: 19690408 199803 1 009
NAMA SOP SELEKSI PENYEDIA BARANG DAN JASA
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah beserta perubahannya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan SOP-AP

5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah

1. Memahami kondisi organisasi
Memahami tentang tata naskah kedinasan
Memahami tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa

2

3

4. Mampu melakukan negosiasi

5. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengadaan Barang dan Jasa

1. Komputer

2. Printer

3. ATK
4. Telephone

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila proses seleksi supplier barang dan jasa tidak dilakukan dengan baik, maka
daftar supplier tidak akurat danpengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan
spesifikasi yang di harapkan.

1. Dokumen Pengadaan
2. Daftar Supplier/Penyedia




SOP SELEKSI PENYEDIA BARANG/JASA

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan i i Keterangan
PPK Palabat _um=<2.“_m\m Kelengkapan Waktu Output g
Pengadaan upplier
Menyerahkan memo dinas/rencana pelaksanaan . : :
1 pemilihan/seleksi supplier kepada pejabat pengadaan Memo dinas 1 Hari Memo dinas
Menyusun dokumen pengadaan berdasarkan rencana
pelaksanaan pengadaan dan mengundang calon : . Dokumen
2 penyedia/supplier berdasarkan daftar kualifikasi calon Memo dinas 1 Hari pengadaan
penyedia/supplier disertai dengan dokumen pengadaan
Mengambil dokumen kualifikasi dan menyampaikan surat Dokumen
penawaran harga, administrasi dan teknis dilengkapi dengan Pengadaan,
3 |dokumen kualifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan di Rencana 2 Hari Surat Penawaran
dalam undangan pengadaan/pemilihan calon Pelaksanaan
penyedia/supplier Pengadaan
Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga serta
evaluasi kualifikasi atas penawaran yang disampaikan oleh
calon penyedia/supplier dilanjutkan dengan klarifikasi teknis BA Hasil
a, dan negosiasi harga. Jika adanya kesepakatan harga dan Pengadaan, 2 Hari BA Hasil Pengadaan,
teknis ditetapkan sebagai calon penyedia/supplier, membuat Penetapan Penetapan Pemenang
berita acara hasil pengadaan dan diserahkan kepada PPK. Pemenang
Jika tidak adanya kesepakatan diundang calon
penyedia/supplier baru
o
5 Menerima berita acara hasil pengadaan dan Pengadaan, 1 Hari Daftar P 9.
didokumentasikan Penetapan Supplier/Penyedia (FM
Pemenang

KU-06)




NOMOR SOP : SOP/XXV.A.a.09/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH : SEREYARIS
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA ‘
SEKRETARIAT H. SOFYAN HASfBUAN. SE, MAP
Pembina Tk. | (IV/b)
NIP: 19690408 199803 1 009

NAMA SOP : PENEMPATAN PEGAWAI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1. Memahami peraturan terkait
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Memiliki sikap teliti

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Bimbingan Teknis Pegawai 1. Komputer
2. SOP Penilaian Pegawai & Phns?

3. ATK

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila penempatan pegawai tidak dilaksanakan dengan baik, maka

kebutuhan pegawai di organisasi tidak dapat terpenuhi

1. Tembusan SK
2. Nota Dinas




SOP PENEMPATAN PEGAWAI

Umum untuk mengetik Nota
Dinas

disposisi

Dinas

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiata Keterangan
egiatan Staf Subbag Kadis Sekretaris Kasubbag Kelengkapan Waktu Output g9
Umum Umum
Menerima tembusan SK
Pindah PNS dan SK CPNS
yang akan ditempatkan pada Tembusan SK
1. |DISDAGKOP dan Tembusan SK 10 menit |dan lembar
menempelkan lembar disposisi
disposisi untuk diserahkan
kepada Kepala DINAS
Memberikan persetujuan
terkait penempatan
2. |PNS/CPNS dan TembUsanSKHaN | o0 popy Tembusan SK
; e lembar disposisi dan disposisi
mendisposisikan kepada
Sekretaris
Memerintahkan Kasubbag
3. |Umum untuk membuat Nota ._..m Buc.m.m: SKOER 10 menit ._.mac.c mms.m.x
. disposisi dan disposisi
Dinas
Mengkonsep Nota Dinas dan
memerintahkan Staf Subbag Tembusan SK dan ., |Konsep Nota
4. 20 menit




No

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Staf Subbag
Umum

Kadis

Sekretaris

Kasubbag
Umum

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

L

Mengetik Nota Dinas dan
menyerahkan kepada
Kasubbag Umum

Konsep Nota
Dinas

15 menit

Nota Dinas

Memeriksa hasil ketikan Nota
Dinas, jika benar diteruskan
kepada Sekretaris, jika tidak
dikembalikan kembali kepada
Staf

TIDAK

N

Nota Dinas

15 menit

Nota Dinas

Memeriksa hasil ketikan Nota
Dinas, jika benar diteruskan
kepada Kepala Badan, jika
tidak dikembalikan kembali
kepada Kasubbag Umum

TIDAK

YA

YA

Nota Dinas

15 menit

Nota Dinas




No

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Staf Subbag
Umum

Kadis

Sekretaris

Kasubbag
Umum

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

B

Memeriksa Nota Dinas, jika
benar ditandatangani dan
diserahkan kepada Staf
Subbag Umum untuk
diserahkan kepada Kepala
Bidang/Kepala UPT yang
menerima penempatan dan
PNS/CPNS yang
bersangkutan, jika tidak
dikembalikan kepada
Sekretaris

TIDAK

YA

Nota Dinas

10 menit

Nota Dinas

Menyerahkan Nota Dinas
kepada Kepala
Bidang/Kepala UPT dan
PNS/CPNS yang
bersangkutan dan
menyimpan arsip

kepegawaian

Nota Dinas

5 menit

Nota Dinas




DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SEKRETARIAT

NOMOR SOP SOP/XXV.A.a.11/DISDAGKOPKABLABURA/2
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH SEKRETARIS

H. SOFYAN HASIBUAN. SE, MAP

Pembirta Tk.' (IV/b)
NIP: 19690408 199803 1 009

NAMA SOP MONITORING KEHADIRAN PEGAWAI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 ﬁmam.:m Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah

1. Memahami peraturan terkait

2. Memahami tata naskah kedinasan
3. Memiliki sikap teliti

4. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penilaian Pegawai 1. Komputer

2. Printer

3. ATK

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila monitoring kehadiran pegawai tidak dilaksanakan dengan baik,
laproan kehadiran pegawai tidak dapat dibuat

1. Rekap Daftar Hadir .
2. Laporan b




SOP MONITORING KEHADIRAN PEGAWAI

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
g Pegawai StahSubbag Kasubhag Sekretaris Kadis Kelengkapan Waktu Output 9
Umum Umum
1. |Melakukan Finger Print. :_,\_mmmm_ﬂs Finger Print, daftar 5 detik WMMM.“\MS:
- Daftar hadir
Membuat rekap daftar hadir per bulan, Tmmmwmﬂ_.mcs»
2 konsep surat pengantar dan draft laporan Daftar Hadir Pegawai 90 menit |- Laporan
" |[kehadiran untuk dilaporkan kepada : ;
. kehadiran harian
Kasubbag Umum dan Sekretaris dari mesin Finger
Print
- Daftar hadir
Memeriksa konsep surat pengantar. Jika paRaE it TM”MMMWWMWM«&
3. |ya membubuhkan paraf, jika tidak Tloak \ / Ya - Konsep Surat Pengantar |4 i 1) aporan
: A / \ -Laporan kehadiran harian : 5
dikembalikan ke Kasubbag Umum dari mesin Finger Print kehadiran harian
dari mesin Finger
Print
Memeriksa daftar hadir, konsep surat )
pengantar dan draft laporan kehadiran. \/ — - MNM_,_U_,.MM__MEQ
Jika lya membubuhkan tanda tangan jika i g :
tidak dikembalikan ke Sekretaris N m.xgmwu Surat Pengantar : . Q_Maamaam:_

4. Tidak ipara , . 0 menit |- aporan _
-Laporan kehadiran harian kehadiran harian
dari mesin Finger Print dari mesin Finger

Print
Menugaskan staf untuk Ya Bdftar hadk:
Mendokumentasikannya sebagai arsip - Surat Pengantar
. i . - Ekspedisi
B ditandatangani 5Menit | Arsip

-Laporan kehadiran harian
dari mesin Finger Print




NGO

DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SEKRETARIAT

NOMOR SOP SOP/XXV.A.a.11/DISDAGKOPKABLABURA/2
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH SEKRETARIS
H. SOFYAN H@SIBUAN. SE, MAP

Pembina Tk. | (I\V/b)
NIP: 19690408 199803 1 009

NAMA SOP MONITORING KEHADIRAN PEGAWAI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah

1. Memahami peraturan terkait

2. Memahami tata naskah kedinasan
3. Memiliki sikap teliti

4. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penilaian Pegawai 1. Komputer

2. Printer

3. ATK

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila monitoring kehadiran pegawai tidak dilaksanakan dengan baik,
laproan kehadiran pegawai tidak dapat dibuat

1. Rekap Daftar Hadir -
2. Laporan =




SOP MONITORING KEHADIRAN PEGAWAI

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket n
; Pegawai e hasubliag Sekretaris Kadis Kelengkapan Waktu Output SR
Umum Umum
: . Mesin Finger Print, daftar ; Daftar Hadir
1. |Melakukan Finger Print. hadir 5 detik Pegawai
- Daftar hadir
Membuat rekap daftar hadir per bulan, .vM”mwmm_qmc_.m»
konsep surat pengantar dan draft laporan ; ; ;
2. kehadiran untuk dilaporkan kepada Bafiar Hadir Pegawal otnent anwmmﬂwﬂ harian
Kasubbag Umum dan Sekretaris ; o
dari mesin Finger
Print
- Daftar hadir
: - Konsep Surat
Memeriksa konsep surat pengantar. Jika Ta \/ ' WMMMM :Mn””mw — Pengantar diparaf
3. |ya membubuhkan paraf, jika tidak L Ya L P rengan 10 menit |-Laporan
. g -Laporan kehadiran harian ; :
dikembalikan ke Kasubbag Umum / ; ot ; kehadiran harian
) dari mesin Finger Print : § e
dari mesin Finger
Print
Memeriksa daftar hadir, konsep surat .
pengantar dan draft laporan kehadiran. 5 . - Daftar hadir
Jika lya membubuhkan tanda tangan jika AN [ Danarhad ~SuratPengdntar
tidak dikembalikan ke Sekretaris - Konsep Surat Pengantar ditandatangani
4. Tidak / diparaf 10 menit |-Laporan
-Laporan kehadiran harian kehadiran harian
dari mesin Finger Print dari mesin Finger
Print
Menugaskan staf untuk o Ya - Daftar hadic
Mendokumentasikannya sebagai arsip - Surat Pengantar - Ekspedisi
5. A V ditandatangani 5Menit | Arsip

-Laporan kehadiran harian
dari mesin Finger Print




DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SEKRETARIAT

NOMOR SOP SOP/XXV.A.a.12/DISDAGKOPKABLABURA/20
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH SEKRETARIS
H. SOFYAN HASIBUAN. SE, MAP
Pembink Tk.M (IV/b)
NIP: 19690408 199803 1 009
NAMA SOP PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang ,
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

1. Memahami tentang peraturan kepegawaian

2. Mampu menjaga rahasia jabatan

3. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office
4. Memiliki sikap teliti, jujur

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Monitoring Kehadiran 1. ATK

2. Komputer

3. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila penilaian kinerja pegawai tidak dijalankan dengan baik maka

tidak ada evaluasi terhadap kinerja dan kehadiran dari pegawai

1. Sasaran Kinerja Pegawai




SOP PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

menyampaikan kepada BKD dan diarsipkan

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag . i | Atasan Langsung| Atasan Pejabat Pslsniianas ki St Keterangan
Umum Soawa e EANGeIn Penilai gkap P
Menyampaikan kepada seluruh Pegawai SKP dan

1 untuk menyusun SKP setiap awal tahun dan A v SKP dan Penilaian 15 menit |Penil w:

* [membuat penilaian prestasi kerja setiap akhir Prestasi Kerja P.mmﬂwm. o
tahun ’ 2 Bel
Menyusun SKP setiap awal tahun dan SKP dan

2 membuat penilaian prestasi kerja setiap akhir SKP dan Penilaian Sarm Peniliaian

" [tahun dan disampaikan kepada atasan Prestasi Kerja J Plostas! Ketia
langsungnya masing-masing )
Menandatangi SKP setiap awal tahun dan .
menilai pencapaian SKP dan perilaku SKP dan
Pegawai setiap akhir tahun untuk kemudian SKP dan Penilaian . )

3 §5 A L 1 jam Penilaian
meneruskan penilaian prestasi kerja kepada Prestasi Kerja Prestasi Keria
atasan yang bertindak sebagai atasan )
langsung pejabat penilai
Menelaah hasil penilaian prestasi kerja yang
dilakukan oleh atasan langsung pegawai Tidak \
yang dinilai, jika setuju ditandatangani dan - R .. |Penilaian

% disampaikan kepada Kasub Bagian PanlilanErostactikena | 30 menl Prestasi Kerja
Kepegawaian dan Umum, jika tidak
dikembalikan untuk disesuaikan Ya
Menerima Penilaian Prestasi Kerja seluruh Penilaian

5. |Pegawai di lingkungan DISDAGKOP dan ‘ v Penilaian Prestasi Kerja 1jam Prestasi Kerja




P

DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SEKRETARIAT

NOMOR SOP - SOP/XXV.A.a.13/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH SEKRETARIS
H. SOFYAN HASIBUAN. SE, MAP
Pembina Tk. | (IV/b)

NIP: 19690408 199803 1 009

NAMA SOP . PENGUSULAN IJIN/TUGAS BELAJAR

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS|I PELAKSANA

1

Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP -
AP

1 Memahami Peraturan perusahaan terkait cuti pegawai
2 Memahami Ruang Lingkup kesekretariatan

2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi 3 Memahami tentang izin-izin terkait tugas belajar/ diklat pegawai
3. Peraturan Bupati Deli Serdang No. 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan 5 Memiliki sikap teliti dan jujur
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 SOP Monitoring Kehadiran Pegawai 1. Komputer
2 SOP Peningkatan Kompetensi Pegawai 2. Printer
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
3 Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 3. ATK
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara :
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Pengusulan Surat ljin/Tugas Belajar ini tidak dijalankan maka proses
pengambilan Surat ljin/Tugas Belajar tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

1. Nota dinas permohonan ljin/Tugas Belajar
2 Surat permohonan ljin/Tugas Belajar
3 Buku Agenda




SOP PENGUSULAN IJIN/TUGAS BELAJAR

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Pengolah Data Keterangan
i i i Output
Pegawai T Sekretaris Kadis Kepegawalan Kelengkapan Waktu utpu
Mengajukan nota Dinas permohonan Nate Dinas HOt Blinas
1 _.5:“@: _mm Balsiar P permohonan 10 menit |permohonan
_ . : ljin/Tugas Belajar ljin/Tugas Belajar
i ; Nota Dinas Nota Dinas
2 KM”M“ﬁmmﬂm”mﬂmmﬂﬂwﬂm:o”m EREEEEy permohonan 5 menit |permohonan
ljin/Tugas Belajar ljin/Tugas Belajar
Menerima dan memparaf nota dinas dan Nota Dinag ; Nots:Binas
3 : permohonan 5 menit |permohonan
meneruskan ke Kadis = : s .
ljinfTugas Belajar ljin/Tugas Belajar
Memverifikasi nota Dinas ljin/Tugas Belajar TIDAK
dan \ ; y
4 Jika setuju, maka akan ditandatangani ZM”M%L””M: 15 menit ZM”M%LM”.M:
Jika tidak setuju,maka akan diserahkan ke _m_: Friaas Belalar w.: MTuaas Belaiar
Subbag Umum untuk disampaikan kepada / ¢ / ! g )
pegawai YA
Menerima Nota Dinas yang telah disetujui
dan memerintahkan Pengolah Data Nota Dinas Nota Dinas
5 |Kepegawaian untuk membuat surat permohonan 15 menit |permohonan
pengantar permohonan ljin/Tugas Belajar ljin/Tugas Belajar ljin/Tugas Belajar
atau
Membuat surat pengantar permohonan Nota Dinas Sirat -
6 [ljin/Tugas Belajar dan menyerahkan ke permohonan 10 menit _..c_.% va,_mo laj '
Kasubbag Umum untuk diverifikasi ljin/Tugas Belajar jinfTugas BSelajar
Menerima dan memverifikasi surat / Surat permohonan .. |Surat permohonan
7 10 menit

permohonan ljin/Tugas Belajar

TIDAK

ljin/Tugas Belajar

ljin/Tugas Belajar




YA

(]

Memparaf surat permohonan ljin/Tugas

Surat permohonan

Surat permohonan

8 wm_m_mﬁ atau dan meneruskan ke Kepala ljinTugas Belajar 10 menit ljinTugas Belajar
adan
MenandatangenisEtLenTenehan Surat permohonan Surat permohonan
9 |ljin/Tugas Belajar atau dan menyerahkan _.m:\._.:nmm Belaiar 15 menit _._sﬁcumm Belaiar
kembali ke Kasubbag Umum ! g ! l g J
Menerima Surat permohonan ljin/Tugas Surat permohonan I —
10 |Belajar atau dan memerintahkan Staf untuk ljinfTugas Belajar, | 10 menit fin :.:umm Belaiar
menomori dan mengagendakan surat Buku Agenda J g !
Menomori dan mengagendakan surat
11 |permohonan ljin/Tugas Belajar atau dan SUFLBAmahonan 30 menit Siural permigtiofan

mengantarkannya ke Bidang terkait di BKD

ljinfTugas Belajar

ljin/Tugas Belajar




DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SEKRETARIAT

NOMOR SOP : SOP/XXV.A.a.14/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH SEKRETARIS
H. SOFYANHAS|BUAN. SE, MAP
Pembina Tk. | (IV/b)
NIP: 19690408 199803 1 009
NAMA SOP PENGUSULAN CUTI

DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS| PELAKSANA:

1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

SOP - AP

3. Peraturan Bupati Deli Serdang No. 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah

SEKA BAKN No. 01/SE/1977

SEKA BAKN No. 47/SE/1990

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

o o

1 Memahami Peraturan perusahaan terkait cuti pegawai
2 Memahami Ruang Lingkup kesekretariatan

3 Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
4 Memiliki sikap teliti dan jujur

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1 SOP Monitoring Kehadiran Pegawai
2 SOP Peningkatan Kompetensi Pegawai

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Pengusulan Cuti ini tidak dijalankan maka proses pengambilan Cuti
tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

1. Nota Dinas permohonan cuti
2 Surat Permohonan Cuti
3 Buku agenda




SOP PENGUSULAN CUTI

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Kepala | Pengolah Data
Pegawai i
g Binom Sekretaris Badan Kepegawaian Kelengkapan Waktu Output
Mengajukan permohonan cuti kepada Kepala ) :
1 |Dinas untuk staf, dan kepada BKD untuk Nota Om:mm y 10 menit ZM”M%L_%_M: aul
eselon lll, eselon IV melalui subbag umum permohonan cull P
2 Menerima permohonan cuti dan meneruskan Nota Dinas 5wt Nota Dinas
ke Sekretaris permohonan cuti permohonan cuti
3 Menerima dan memeriksa permohonan dan Nota Dinas B manii Nota Dinas
meneruskan ke Kepala Badan permohonan cuti permohonan cuti
TIDAK
Memeriksa surat permohonan cuti, \
Jika setuju, maka akan ditandatangani . ;
: - Nota Dinas .. |Nota Dinas
4 |Jika tidak setuju ,maka akan diserahkan ke : 15 menit h y
) I an cut
Subbag Umum untuk disampaikan kepada // R UL il
pegawai A
Menerima surat permohonan cuti untuk Nota Dinas Nota Dinas
5 |dibuatkan surat pengantar ke BKD (eselon il permohonan cuti 15 menit permohonan cuti
dan V)
Membuat surat pengantar permohonan cuti Nota Dinas | surat permohonan
6 |dan menyerahkan ke Kasubbag Umum Untuk permohonan cut 10 menit cuti
diverifikasi
7 Menerima dan 3m3<m%xmm~ surat // Surat permohonan cuti | 10 menit m:ﬂmﬁ permohonan
permohonan cuti TIDAK cuti
| I—
YA




Memparaf surat pengantar permohonan dan

; . |Surat permohonan
8 meneruskan ke Kepala Badan Surat permohonan cuti | 10 menit i
Menandatangani surat pengantar Surat h
9 [permohonan dan menyerahkan kembali ke Surat permohonan cuti | 15 menit c»_”w permononan
Kasubbag Umum S
Menerima Surat pengantar dan ti St h
10 {memerintahkan Staf untuk menomori dan Mcﬂm. Mmqsm_do:m: CUth 1 10 menit :Mm petmononan
mengagendakan surat uku Agenda e
Menomori dan mengagendakan surat T ——
11 |pengantar permohonan dan Surat permohonan cuti | 30 menit WaLR

mengantarkannya ke Bidang terkait BKD

cuti




KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SEKRETARIAT

NOMOR SOP SOP/XXV.A.a.15/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH SHEKREJARIS
H. SOFYAN HA AN. SE, MAP
Pembika TkJI (IV/b)
NIP: 19690408 199803 1 009
NAMA SOP : PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

SOP - AP

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi

3. Peraturan Bupati Deli Serdang No. 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah

o

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1. Memahami tentang manajemen kepegawaian
2. Memahami Peraturan/UU tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penilaian Kinerja Pegawai
2. SOP Diklat Pegawai
3. Monitoring Kehadiran Pegawai

1. ATK
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Usulan Kenaikan Pangkat tidak dijalankan dengan baik maka
proses kenaikan pangkat tidak berjalan dan tertunda

1 SK. Terakhir 6 Surat Keputusan
2 ljazah

3 Form SKP

4 Data Kepegawaian Lain

5 Surat Pengantar




SOP USULAN KENAIKAN PANGKAT

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
. Kastiizag Sekretaris Kapala Echgolah ﬂmS Kelengkapan Waktu Output g
Umum Badan Kepegawaian
Menerima Surat dari BKD terkait Usulan '
1. |Kenaikan Pangkat dan meneruskan ke Agenda Kerja 5 Menit Pendat<arianalkan
. Pangkat
Sekretaris
Menugaskan Kasubbag Umum terkait Usulan . . Pengumpulan data
2 kepangkatan Aparatur Sipil Negara Agenda Kerja BilAsak Aparatur Sipil Negara
Mengumumkan kepada semua Pegawai di
Badan dan memerintahkan Pengolah Data ; ’ Pengumpulan data
S Kepegawaian untuk mengumpulkan berkas Agenda:Kefja SiNehit Aparatur Sipil Negara
kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara
Mengumpulkan berkas Aparatur Sipil Negara ;
untuk kenaikan pangkat Reguler, Pangkat SK. Terakhir, ljazah, SKP, ] Bakas xm:m.xm:. :
4. ... s . . 3 Hari pangkat Aparatur Sipil
Pilihan, Penyesuaian ljazah dan Data kepegawaian lain N
egara
Pencantuman Gelar
Memeriksa kelengkapan berkas kenaikan Berkas kenaikan pangkat ;
2% pangkat Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara 1ibiak SuratPengantas
Memverifikasi dan Paraf Surat Pengantar dan /
menyerahkan ke Sekretaris, Jika Setuju maka TIDAK i
6. 3K HilETRRKAT KESERRRTERS. MK TIASE Surat Pengantar 30 Menit Surat Pengantar
maka akan dikembalikan untuk diperbaiki YA
Memverifikasi dan paraf Surat Pengantar dan \
menyerahkan ke Kepala Badan. Jika Setuju TIDAK
7. [maka akan diteruskan ke Kepala Badan jika Surat Pengantar 30 Menit Surat Pengantar
tidak, maka akan dikembalikan untuk YA
diperbaiki
8. |Menandatangani Surat Pengantar f_ Surat Pengantar 5 Menit Surat Keputusan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag : Kepala Pengolah Data Keterangan
Umum Sekretaris Badan Kepegawalan Kelengkapan Waktu Output
Memberi nomor surat dan mengarsipkan lalu
mengirimkan usul kenaikan pangkat ke -
9 Bidang .... Badan Kepegawaian Daerah Surat Keputusan 1 Hari Surat Keputusan
Kabupaten Labura




i
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SEKRETARIAT

NOMOR SOP . SOP/XXV.A.a.16/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH : SEKRETARIS

H. SOFYAN HASIBUAN. SE, MAP

PemBha Tk. | (IV/b)
NIP: 19690408 199803 1 009

NAMA SOP . PENGUSULAN KENAIKAN GAJI BERKALA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSAN

1. Peraturan Pemerintah no. 7 th 1977 tentang Peraturan gaji PNS
2. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012 Tentang Kenaikan Gaji PNS

= Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP - AP

4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi

. Peraturan Bupati Deli Serdang No. 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1. Memahami peraturan tentang kenaikan gaji

2. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
3. Mampu menganalisa kinerja/ produktifitas pegawai

4. Memiliki sikap jujur dan teliti

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Monitoring kehadiran Pegawai 1. Komputer
2. Printer
3. ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kenaikan gaji berkala ini tidak dijalankan maka akan terjadi penurunan produktifitas
dan kurangnya motivasi pegawai

1. SK. berkala Terakhir

2 Surat Pengantar

3 SK Terakhir

4 Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala




SOP PENGUSULAN KENAIKAN GAJI BERKALA

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Pengolah Data| Kepala Keterangan
Sek i i i Wakt Out
retaris T — Pegawai Kepegawalan Badan Arsiparis | Kelengkapan aktu utput
Menugaskan Kasubbag umum
1 [terkait pemberitahuan kenaikan gaji Informasi 15 Menit |Perintah
berkala
Memberitahukan kepada Aparatur SK. berkala
2 |Sipil Negara untuk melengkapi Terakhir, SK 1 Hari |Pengumuman
berkas kenaikan gaji berkala terakhir
; SK. berkala
3 Melengkap " cm;mm..um_.mﬁ_.m»m: Terakhir, SK 30 Menit |Surat Pengantar
untuk kenaikan gaji :
terakhir
SK. Derkara SK.DeErRaa
Menerima berkas kenaikan gaji dan Tarakhir, SK TErIr, SIS
4 P gaj terakhir, Surat 30 Menit |terakhir, Surat
99 ya. Pengantar Pengantar
SK. berkala SK. berkala
Terakhir, SK Terakhir, SK
5 |Menerima berkas kenaikan gaji terakhir, Surat | 10 Menit |terakhir, Surat
Pengantar Pengantar
Menerima berkas kenaikan gaji
untuk diverifikasi dan TIDAK SK. berkala SK. berkala
memerintahkan staff untuk membuat Terakhir, SK Terakhir, SK
6 |surat pengantar, dan jika belum \ terakhir, Surat 15 menit |terakhir, Surat
sesuai persyaratan dikembalikan Pengantar Pengantar
kepada pegawai yang bersangkutan YA

untuk dilengkapi kembali




SK. berkala Surat
7 Membuat surat :pengusulan Terakhir, SK 15 Menit pengusulan
kenaikan gaji berkala terakhir, Surat Kenaikan Gaji
Pengantar Berkala
Memverifikasi surat :pengusulan
kenaikan gaji berkala. jika surat YA \ / TIDAK Surat Surat
8 sesuai akan diparaf dan diteruskan / \ pengusulan 15 Menit pengusulan
ke sekretaris, jika tidak sesuai akan Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji
dikembalikan ke Pengolah Data ’ Berkala Berkala
Kepegawaian untuk diperbaiki. TID
Memaraf surat pengusulan kenaikan X Surat Surat
0 gaji berkala. Jika Sesuai akan / pengusulan 15 Menit pengusulan
diparaf dan diteruskan ke kaban jika Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji
tidak sesuai akan dikembalikan YA Berkala Berkala
Surat Surat
10 Menandatangani surat pengusulan pengusulan 15 Menit pengusulan
Kenaikan Gaiji Berkala Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji
Berkala Berkala
. : Surat Surat
Menerima dan memrintahkan
pengusulan .. |[pengusulan
o Mmmﬂ_ﬂwwmmm_m_ﬂdecﬂa L Kenaikan Gaji I Mlent Kenaikan Gaji
) Berkala Berkala
Surat Surat
12 Memerintahkan Pengolah Data pengusulan 15 Menit pengusulan
Kepegawaian untuk menomori Surat Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji
Berkala Berkala
; i Surat Surat
W gl b pergusn | 1 perusin
pengusulan Kenaikan Gaji Berkala Renaikan Gaji Kenalkars Gal
Berkala Berkala
Menomori surat WM-_Mﬁcmc_m: w%mﬁcmc_m:
14 WM__.Jxomr__Mc_manm:umam_. kenaikan gaji Kenaikan Gaji 5 Menit Kenaikan Gaji
Berkala Berkala
Mengantarkan berkas kenaikan gaji Surat Surat
15 berkala dan pangkat/golongan serta pengusulan § Jam pengusulan
surat pengusulan kenaikan gaji Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji
berkala. Berkala Berkala
Surat Surat
16 Mengarsipkan surat pengusulan pengusulan 5 Menit pengusulan
kenaikan gaji berkala. Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji
Berkala Berkala

Pengarsip surat pengantar




DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SEKRETARIAT

NOMOR SOP SOP/XXV.A.a.17/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH SEKRETARIS
H. SOEYAN'WIASIBUAN. SE, MAP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP: 19690408 199803 1 009
PENGUSULAN PENERBITAN KARIS, KARSU,
NAMASOP KARPEG, ASKES/ BPJS DAN TASPEN

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1 Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan SOP - AP
2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi
3 Peraturan Bupati Deli Serdang No. 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

4.

1 Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Penerbitan Surat
2 Memahami Ruang Lingkup kesekretariatan

3 Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
4 Memiliki sikap teliti dan jujur

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 SOP Surat Masuk
2 SOP Surat Keluar

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Pengusulan Penerbitan KARIS, KARSU, KARPEG, ASKES/BPJS
dan BPJS ini tidak dijalankan maka proses penerbitan KARIS, KARSU, KARPEG,
ASKES/BPJS tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan

1. Surat Pengantar
2 Nota Dinas




SOP PENGUSULAN PENERBITAN KARIS, KARSU, KARPEG, ASKES/ BPJS DAN TASPEN

Mutu Baku
No Kegiatan .| Kasubbag . Pegawai Pengolah Data Ket
Pegawali Terkait Umiim Sekretaris Kadis Terkait Pegawaian Arsiparis Kelengkapan Waktu Output
Menyampaikan Nota Dinas Nota Dinas Karis, zon.m Dinas
i Kari Karis, Karsu
4 |pengurusan kartu seperti Karis, Karsu, Karpeg, 10 Menit |Karpeg, Askes/
Karsu, Karpeg, Askes/ BPJS dan Askes/ BPJS dan mn._vm wm i
Taspen Taspen e
Nota Dinas Karis, HMMU__AHMF_
2 Menerima berkas dan Karsu, Karpeg, 10 Menit |Kar m >mw.mm\
menyampaikan ke Sekretaris Askes/ BPJS dan BP ._um w.m:
Taspen
Taspen
5 ; Nota Dinas
Memaraf Nota Dinas dan um”:oﬁwwum_‘wm:m_ Karis, Karsu,
3 |menyampaikan ke Kadis untuk ! : 10 Menit |Karpeg, Askes/
menandatangani surat %wwmw\gmvgm den BPJS dan
P Taspen
; : Nota Dinas
Menandatangani surat dan MMM:U_MMW Mmzw. Karis, Karsu,
4 |menyampaikan ke subbag umum A ' peg, 10 Menit |Karpeg, Askes/
: skes/ BPJS dan
untuk dibuatkan surat pengantar BPJS dan
Tesipen Taspen
y : Nota Dinas
Menerima dan memberikan surat MMM:D_MM_,mumMm:m_ Karis, Karsu,
5 |ke Pengolah Data Pegawai untuk A y : 10 Menit |Karpeg, Askes/
skes/ BPJS dan
membuat surat pengantar BPJS dan
Tagpen Taspen
Nota Dinas Karis,
Karsu, Karpeg,
6 [Membuat surat pengantar Askes/ BPJS dan 1Jam |[Surat Pengantar
Taspen
Menerima surat pengantar dan
memverifikasinya jika disetujui TIDAK
7 |diteruskan ke Sekretaris dan jika Surat Pengantar 1Jam |[Surat Pengantar
tidak dikembalikan ke staff untuk YA
diperbaiki
Menerima surat pengantar dan
memverifikasinya jika disetujui — / YA
8 |diteruskan ke Kadis dan jika tidak Surat Pengantar 1Jam |Surat Pengantar
dikembalikan ke Subbag Umum N
untuk diperbaiki




SOP PENGUSULAN PENERBITAN KARIS, KARSU, KARPEG, ASKES/ BPJS DAN TASPEN

Mutu Baku
No Kegiatan . .| Kasubbag Pegawali Pengolah Data —_ Ket
Pegawai Terkait Umum Sekretaris Kadis Terkait Pegawaian Arsiparis Kelengkapan Waktu Output
Menandatangani surat dan :
9 memberikan ke Subbag Umum Surat Pengantar 10 Menit |Surat Pengantar
Menerima surat dan
memerintahkan untuk dinomori Surat Pengantar, .
101 dan mengagendakan sebelum Buku Agenda 10 Menit [Surat Pengantar
diarsipkan
Menomori surat dan Surat Pengantar, .
u mengagendakan surat pengantar Buku Agenda 10Mexit. | Surt Pengantar
12 MMW@:B SHGRCke Bidang ket D Surat Pengantar 1Jam |Surat Pengantar




i SN
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SEKRETARIAT

NOMOR SOP SOP/XXV.A.a.18/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF =
DISAHKAN OLEH SHIRETARIS
H. SOFYAN MISIRUAN. SE, MAP
Pembina TkM| (IV/b)
NIP: 19690408 199803 1 009
PEMBUATAN LAPORAN APARATUR YANG AKAN
NAMA.SOF PENSIUN

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1.
Peraturan Pemerintahan no 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP - AP

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Deli Serdang No. 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1 Memahami Peraturan-peraturan terkait Pensiun
2 Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office

3 Memiliki sikap teliti dan jujur

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 SOP Kenaikan Pangkat

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Pembuatan Laporan Aparatur yang akan Pensiun tidak
dijalankan dengan baik maka dapat melanggar peraturan-peraturan
terkait Pensiun Pegawai

1. Data Pegawai

2 Surat Pengantar

3 SK Pensiun

4 Laporan yang akan pensiun




SOP PEMBUATAN LAPORAN APARATUR YANG AKAN PENSIUN

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiat Keterangan
an Sekretaris Easusony Fengolambuts Sapala Kelengkapan Waktu Output Sl
Umum Kepegawaian Badan
Menugaskan Kasubbag umum terkait . : .
{ pendataan aparatur yang akan pensiun Agenda Kerja 5 Mot LSt
Memerintahkan Staff untuk mendata Pegawai _
2 |yang akan dapat masa Pensiun setiap 6 bulan Agenda Kerja 10 Menit Instruksi
sekali
3 |Mendata Pegawai yang akan pensiun Data Pegawai 1 Hari DataPegawal
yang akan pensiun
4 Menerima data dan memerintahkan staff ommhm Mmmwim_ 10 Menit Data Pegawai
untuk membuat Laporan dan Surat Pengantar wm:m,c: yang akan pensiun
Data Pegawai Surat Pengantar,
5 _Smavcm.» Surat _um:mmam.q dan Laporan yang akan 2 Jam Laporan Pegawai
Pegawai yang akan pensiun ; :
pensiun yang akan pensiun
Memeriksa Surat Pengantar dan Laporan mc_.mﬁ _um:om:,m_,.. Surat Pengantar,
: : aporan Pegawai .
6 |Pegawai yang akan pensiun gy 1 Jam Laporan Pegawai
wm:mmmcs yang akan pensiun
Memverifikasi Surat Pengantar dan Laporan
Pegawai yang akan pensiun Surat Pengantar,
Jika Setuju, maka akan memaraf dan / TIDAK Laporan Pegawai Surat Fengantar,
7 |5 1 Jam Laporan Pegawai
diserahkan ke Kaban yang akan S i
Jika Tidak Setuju, maka akan dikembalikan \ pensiun yang P
untuk diperbaiki YA
Memverifikasi Surat Pengantar dan Laporan
Pegawai yang akan pensiun AR WM _‘M"_.Mgm ﬂwmuﬂw_ Surat Pengantar,
8 |Jika Setuju, maka akan ditandatangani mn akan 9 1Jam Laporan Pegawai
Jika Tidak Setuju, maka akan dikembalikan <m:m:.5 yang akan pensiun
untuk diperbaiki YA P




SOP PEMBUATAN LAPORAN APARATUR YANG AKAN PENSIUN

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan K
o Sekretaris #iasubtag | FengoiahData Repala Kelengkapan Waktu Output slerangan
Umum Kepegawaian Badan
Menerima Surat Pengantar dan Laporan data Surat Pengantar,

9 Pegawai yang akan pensiun dan Laporan Pegawai 10 menit WMHMMM%WWH“M,
memerintahkan staff menomori dan yang akan m_w ki nm:w.c:
mengagendakan pensiun g P
M : Surat Pengantar,

enomori dan Mengagendakan Surat Surat Pengantar, LEbaran Peda

10 Pengantar dan Laporan data Pegawai yang Laporan Pegawai 1"t mM skaii 9
akan pensiun. Kemudian mengantarkannya ke yang akan y m:mE: SK
bidang terkait BKD pensiun P ;

Pensiun




DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SEKRETARIAT

NOMOR SOP : SOP/XXV.A.b.01/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH SEKREVARIS
H. SOFYAN HASIBUAN. SE, MAP
Pembina TK. | (IV/b)
NIP: 19690408 199803 1 009
NAMA SOP _ PENYUSUNAN RENCANA
* STRATEGIS (RENSTRA)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Permenpan RB No0.35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan

SOP-AP

Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Thn

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

3.

4.

1. Memahami sistem IT

2. Memahami Peraturan yang terkait dengan Keuangan dan Anggaran
3. Mampu mengoperasikan Microsoft Office

4. Memiliki sikap teliti, disiplin dan bertanggung jawab

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP LAKIP 1. Komputer
2. SOP RENJA 2. Printer
3. ATK
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Penyusunan Renstra tidak berjalan dengan baik maka akan menghambat
perencanaan program di Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kab. Labura

1. Surat Usulan Bidang
2. Notulen Rapat
3. Renstra




PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Pelaksana Mutu Baku
Kasubbag
No. Kegiatan Keterangan
o Kadis Sekretaris | Program dan M”_ﬂﬂn Kelengkapan Waktu Output 9
Keuangan 9
1. |Menerima Surat Sekda untuk menyusun
Renstra dan mengintruksikan ke Sekretaris
Surat yang telah
untakcmanyieun RENSTRA Surat Bupati 30 Menit |diterima dan
disposisi
2. |Menginstruksikan mulai menyusun RENSTRA
Surat yang telah Disposisi
diterima dan 30 Menit |menindaklanjuti
disposisi perintah
3. |[Membuat Surat Kaban kepada Sekretaris/Kabid DI isi
agar memberikan usulan RENSTRA bidang 5 mem, M_wx_m:.cz 2 Jam Surat perintah
tahun ke depan : ) Kaban
perintah
; i bi 5 tahun ke
4 w\_maccmﬁ usulan bagian dan bidang u - Surat perintah ) P—
epan 10 Hari |,
Kaban bidang
5. [Menyusun, merekap rencana program kegiatan
5 tahun ke depan Surat Usulan 10 Hari Rekap 5 tahun ke
bidang depan
6. |Memerintahkan rapat Rekap 5 tahunke | 4o, . |Surat perintah
depan rapat ke bidang
7. |Mengadakan rapat bersama Kepala Badan, .
kasubbag program, keuangan dan aset dan Surat perintah 4Jam |Notulen Rapat
kepala bidang rapat ke bidang
~—




PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubbag K
9 Kadis Sekretaris | Program dan x.» PRI Kelengkapan Waktu Output atorangsn
Bidang
Keuangan
2
8. |Menindaklanjuti hasil rapat
Notulen Rapat 50 Hari |Draft Renstra
9. |Memeriksa draft renstra. Jika setuju maka akan 3%
memaraf draft Renstra. Jika tidak setuju, maka / Draft Renst
akan dikembalikan untuk diperbaiki Draft Renstra 2 Hari Rl Benst
Tidak yang telah diparaf
10. |Menandatangani draft Renstra ﬁ Ya
Draft Renstra yang _ Dokumen Renstra
telah diparaf 2 Hari |yang telah
ditandatangani
11. [Mengirimkan ke Bappeda
Dokumen Renstra arsiP i derd
HPIU yang telah 10 Hari B I M rmacan
ditandatangani apeda




NOMOR SOP - SOP/XXV.A.b.02/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH KRETARIS
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
SEKRETARIAT H. SOFYAN HAS\BUAN. SE, MAP
Pembina Tk. | (IV/b)
NIP: 19690408 199803 1 009
NAMA SOP - PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

Peraturan Pemerintah Rl No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

1. Memahami cara penyusunan Renja

2. Memahami Peraturan yang terkait dengan Renja

2. Permendagri No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 3. Mampu mengoperasikan Ms.Office
2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi |4. Memiliki sikap teliti dan rapi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3. Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP - AP

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penyusunan Renstra 1. Komputer

2. Printer
3. ATK
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila penyusunan Renja tidak dilaksanakan maka usulan rencana kerja
program dan kegiatan tahun yang akan datang tidak tepat waktu dilaksanakan

1. Rancangan KAK

2. RKA

3. Usulan Kegiatan untuk RKPD
4. Renja




SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

Kasubbag
No. Kegiatan Kadis Sekretaris Program dan Staf Bidang Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Keuangan
Menerima Surat Bupati/Sekda/Bappeda untuk menyusun Surat yang telah

1 |Renja dan mengintruksikan ke Sekretaris untuk penyusunan A v Surat Gubernur 10 Menit |diterima dan
Renja disposisi
Memerintahkan Kasubag Program keuangan dan aset untuk . s
mempersiapkan penyusunan Renja antara lain laporan m.cB.» yang telah ; O_muwm_m_

2 ; : diterima dan 15 Menit |Persiapan
kegiatan tahun sebelumnya,Rencana program kegiatan p——— penyusunan Renja
Renstra, IKU, sistematika Renja dan dan TIM kerja Po
Mempersiapkan rancangan awal berupa telaahan WMMW_.UBL_AMW:

3 |program/kegiatan dan Rencana Tim kerja Penyusun Renja Om_<mm _6“”5 onial Shari  |Draft Awal Renja
bersama staf lalu melaporkan kepada sekretaris 4 Tim xm.c.m P

A usulan telahaan
Memeriksa, jika setuju akan melaporkan kepada Kadis / awal program

4 |dengan usulan rencana waktu rapat awal, jika tidak akan Draft Awal Renja 1hari |kegiatan, Jadwal

dikembalikan untuk diperbaiki \ Tidak pelaksanaan
Rapat Awal
Melaksanakan rapat awal dengan seluruh Pejabat struktural y quw_ﬂhm%%ww:

5 dan PPTK dengan agenda review pelaksanaan kegiatan 4 a peralatan kerja e Telaahan Usulan
tahun sebelumnya dan isu-isu penting kepegawaian terkini (laptop dan ) Program kegiatan
sebagai bahan penelaahan usulan program/kegiatan Infokus)




SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

jika tidak akan diturunkan untuk diperbaiki

idak

Ya

Kasubbag
No. Kegiatan Kadis Sekretaris Program dan Staf Bidang Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Keuangan
Sekretariat dan Bidang menyusun KAK (kerangka acuan
Kegiatan) untuk usulan Kegiatan sesuai hasil Rapat dan
6 |dituangkan dalam RKA (Rencana kerja Anggaran) guna W:ommﬂosw: KAK 21 Hari Mmhﬂmhmg KAk
mendapatkan rencana Pagu Anggaran dan setelah selesai an -
dimasukan pada Sub bagian Program, keuangan dan Aset
Memeriksa awal KAK dan RKA untuk kesesuaian /
program/kegiatan jika sesuai dengan hasil Keputusan Rapat ;
7 |maka akan dilaporkan pada Kadis dan sekretaris selanjutkan \ Tidak Mmh”.%m: KAK 5 Hari Mo_ﬂcﬂ_ﬁﬂ KAK
untuk dibahas oleh Tim Kerja untuk Output, Outcome dan a a
Pagu Anggaran, jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki Ya
Melaksanakan rapat Pembahasan bersama tim kerja untuk wmmﬂn_ﬂwnﬂmh%_% A
8 Output, Outcome dan Pagu Anggaran, serta penentuan perbaikan KAK 2Hari  |RKPD (Rencana
prioritas kegiatan. jika ada yang perlu diperbaiki maka akan dan RKA R g——
dikembalikan pada Bidang dan Sekretariat untuk diperbaiki )
Daerah)
Sekretariat dan Bidang memperbaiki menyusun KAK dan rancangan awal usulan Kegiatan
RKA serta dimungkinkan jika ada usulan lain yang ingin usulan Untuk Untuk RKPD
9 (ditambahkan. setelah selesai dimasukan pada Sub bagian RKPD (Rencana 3hari |(Rencana Kerja
Program, keuangan dan Aset untuk penyelesaian Kerja Pemerintah Pemerintah
penyusunan Draft Renja. Daerah) Daerah)
10 |Menaikan Draft Renja kepada Sekretaris untuk diperiksa L Draft Renja 30 Menit |Draft Renja
A
M iksa Draft Renja. Jik i akan diparaf dan jik Ya
emeriksa Draft Renja. Jika sesuai akan diparaf dan jika ; : ;
11 |tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki /\ Tidak PrafiRecia 2barl  [KvalBens
12 Memeriksa jika telah sesuai akan Menandatangani Renja, / th% Renja di 1Hari |Renja




SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

Kasubbag

No. Kegiatan Kadis Sekretaris Program dan Staf Bidang Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Keuangan

13 [Mencetak lalu mengirimkan ke BAPPEDA & Renja 2jam Tanda Terima dari

Bappeda




DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SEKRETARIAT

NOMOR SOP . SOP/XXV.A.b.03/DISDAGKOPKABLABURA/2018
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH SEKRETARIS
a TX,

NAMA SOP “PEMBUATAN DAFTAR PENGGUNAAN

" ANGGARAN (DPA)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

2. Permenpan RB No.35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan
SOP-AP

3. Pemendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri

No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Memahami teknis DPA

2. Mampu menjaga rahasia jabatan

3. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
4. Memiliki sikap teliti, cepat, dan bertanggung jawab

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

4. Peraturan dan Pedoman-pedoman terkait anggaran

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Penyusunan DPA tidak berjalan dengan baik maka
perencanaan tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia di Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara

1. DPA




SOP PEMBUATAN DAFTAR PENGGUNAAN ANGGARAN (DPA)

Pelaksana Mutu Baku
Kasubbag Staf Program,
No. Kegiatan Keterangan
9 Kepala Badan Sekretaris Program, dan | Keuangan dan Kelengkapan Waktu Output 9
Keuangan Aset

Menerima surat Bupati/Sekda untuk Disposisi Surat

1. |penyusunan DPA dan Mengintruksikan ke Surat Bupati/Setda 30 Menit |Bupati/Setda
Sekretaris untuk menyusun DPA diparaf

: Disposisi Surat . Surat Bupati/Setda

2 MemsintahianmernjusarbEA Bupati/Setda diparaf At disposisi diparaf
Melakukan evaluasi RKA untuk merubah Disposisi surat :

3. | menjadi draft DPA Bupat/Setdadiparaf’| 1¥7ard  |Draft DPA
Memeriksa draft DPA. Jika setuju maka akan /

4. |memaraf Draft DPA. Jika tidak setuju maka Draft DPA 2 Hari Draft DPA di paraf
akan dikembalikan untuk diperbaiki Ya Tidak

¥
5. |Menandatangani DPA Draft DPA di paraf 15 menit _u.o_ESos _u_u>.
ditandatangani

Memasukkan ke dalam SIMDA keuangan dan Dokumen DPA . U._u> yang elah

ot mencetak DPA ditandatangani THan dimasyikkan

SIMDA
7. |Menandatangani DPA hasil dari SIMDA DPA yang telah 15 menit |DF A Yang telah

dimasukkan SIMDA

ditandatangani




Pelaksana Mutu Baku
: Kasubbag Staf Program,
No. Kegiatan Ket: an
9 Kepala Badan Sekretaris Program, dan | Keuangan dan Kelengkapan Waktu Output orerang
Keuangan Aset
Menyerahkan dokumen DPA untuk .
: : : DPA yang telah . Tanda terima
! T
8. |ditandatangani oleh Tim Anggaran ditandatangani 5 Hari penyerahan DPA

Pemerintah Daerah




NOMOR SOP - SOP/XXV.A.b.04/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH : SEKRETJARIS

DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
SEKRETARIAT H. SOFYAN HRSIBUAN. SE, MAP
Pembina Tkl (IV/b)
NIP: 19690408 199803 1 009
NAMA SOP "~ PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN
_ " (RKA)
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi

8. Peraturan Bupati Deli Serdang No. 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah

1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office

2. Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Mampu bekerjasama dengan tim

4. Mampu membuat pelaporan progress kegiatan

|KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penyusunan Renstra 1. Komputer
2. SOP Penyusunan Renja 2. Printer
3. ATK

4. Buku Standar Harga Barang & Jasa
5. Buku Standar Biaya Masukan

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP Penyusunan RKA tidak berjalan dengan baik maka perencanaan tidak sesuai dengan
anggaran yang tersedia

1. Dokumen RKA




SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)

PETaKsana WIUNU BakU
N Kot Kasubbag Ket
o. egiatan Kadis Sekretaris | Program dan| Kelengkapan Waktu Output eerangan
Keuangan

Menerima surat Bupati/Sekda untuk
1. |penyusunan RKA dan mengintruksikan Surat Bupati 30 Menit [Surat Bupati

sekretaris untuk menyusun RKA

: Disposisi
2. RMJ:MNHMHMM Kasubtag Frogram Surat Bupati 30 Menit |menindaklanjuti
y perintah
Disposisi
3. |Melakukan penyusunan draft RKA menindaklanjuti 20 Hari |Draft RKA
perintah

Memeriksa Draft RKA. Jika sesuai maka \/ bt

sekretaris memaraf Draft RKA jika tidak ia . |Draft RKA di
4. sesuai maka akan dikembalikan untuk Ya /\ Braft RisA 4. paraf

diperbaiki a

4

_smBo:xmm Draft RKA jika sesuai maka N\ Draft RKA di  |Dokumen RKA
5. |Kadis akan menandatangani dokumen RKA e paraf 1 Hari dtandabaRar

jika tidak maka dikembalikan untuk diperbaiki — 9
6 Memasukkan ke dalam SIMDA keuangan RKA yang telah 2 Hari Mﬂwwwh_mmwm_m:

" |dan mencetak RKA ditandatangani SIMDA




PETaksana VIUTT Baka
N Kedi Kasubbag K
s eglatan Kadis Sekretaris | Program dan| Kelengkapan Waktu Output eterangan
Keuangan
Meneliti RKA hasil dari SIMDA jika sesuai . RIKA vaing teiah RKA hasil
7 maka akan menandatangani RKA hasil dari Tidak di Y _M._Wm:m 1.Jam SIMDA yang
* |SIMDA jika tidak sesuai maka akan m__q_”._\_m%n telah
dikembalikan untuk diperbaiki Ya ditandatangani
. RKA hasil SIMDA Tanda terima
8 Menyerahkan dokumen RKA ke Bidang A v yang telah 2 Jam |penyerahan
Perencanaan dan BPKAD ditandatangani RKA




DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SEKRETARIAT

NOMOR SOP : SOP/XXV.A.b.05/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH SEKRETARIS
H. SOFYAN AN. SE, MAP
Pembink Tk. N (IV/b)
NIP: 19690408 199803 1 009

NAMA SOP ~ PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

" INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 136 / PMK.02/2014

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

3. Standar ISO 9001:2015, Klausul 8.5

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

1. Memahami kondisi organisasi

2. Memahami SOTK dan Anjab di lingkungan BKD
3. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office

4. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pejabat pada unit kerja terkait

5. Memiliki sikap teliti

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer

2. ATK

3. Printer

4. Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila Penyusunan LAKIP tidak dijalankan dengan baik maka penilaian
kinerja BKD Provinsi Sulawesi Tengah akan terkendala

1. Lakip -




SOP PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)

Pelaksana Mutu Baku
N i K n
= Kegten Sekretaris Kasubbag Program, Staf Kadis Kelengkapan Waktu Output stangs
dan Keuangan
1 Menugaskan Kasubbag Program dan Keuangan A V ; 10 Menit Disposisi
untuk melakukan penyusunan
Memerintahkan Staf untuk mengumpulkan bahan : n ; : -
2 penyusunan LAKIP Disposisi 10 Menit Disposisi
Mengumpulkan dan menyerahkan kepada Kasubbag _L_ _ . - .
3 Program dan Keuangan untuk diverifikasi Disposisi Sk Rahan LAKIP
4 _swa_ucm.” draf LAKIP dan menyerahkan kepada u Bahan LAKIP |5 Hari Draft LAKIP
Sekretaris _J
Memeriksa draf LAKIP jika setuju memberikan paraf / Tidak
dan menyerahkan draft final LAKIP kepada Kadis .
2 Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubbag \ D LAKIE 8 Hari Draft LAKIP
Program, Keu dan Aset untuk diperbaiki
Ya
6 |Menandatangani LAKIP Draft LAKIP 2 Hari LAKIP
Menyerahkan kepada Kasubbag. Program dan
7 |Keuangan untuk digandakan dan mengirimkan ke LAKIP 1 Hari LAKIP
Bagian Organisasi
8 Menerima dan mengagendakan serta mengirimkan A v LAKIP 2jam LAKIP

ke Bagian Organisasi




DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SEKRETARIAT

NOMOR SOP SOP/XXV.A.b.07/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH SEKRETARIS
H. SOFYA IBUAN. SE, MAP
Pembma Tk. | (IV/b)
NIP: 19690408 199803 1 009
NAMA SOP : PENYUSUNAN LKPJ

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP

4. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Strukrtur Organisasi

5. Peraturan Bupati Deli Serdang No. 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah

1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office

2. Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Mampu bekerjasama dengan tim

4. Mampu membuat pelaporan progress kegiatan

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penyusunan Renstra 1. Komputer
2. SOP Penyusunan Renja 2. Printer
3. SOP LKIP 3. ATK
4. Peraturan dan Pedoman-pedoman terkait penyusunan LKPJ
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP Penyusunan LKPJ tidak dilaksanakan maka LKPJ tidak akan selesai secara
maksimal dan sesuai ketentuan

1. LKPJ




SOP PENYUSUNAN LKPJ

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubbag ngan
Kadis Sekretaris | Program dan Staff Kelengkapan Waktu Output Setrang
Keuangan
1. |Menugaskan Sekretaris untuk menyusun LKPJ Agenda Kerja 15 menit  |Disposisi
Memerintahkan Kasubbag Program untuk mengumpulkan . . . . .
2. data dari setiap bidang Disposisi 10 menit |Disposisi
i lkan dat i seti H
3, Mmﬁmmﬂ_:ﬁ_ﬂxw: Staff untuk mengumpulkan data dari setiap r._ Disposisi 10 menit |Disposisi
Mengumpulkan data dan menyusun data-data dari setiap _I.u A ;
4. bidang menjadi laporan 1 _ Disposisi 7 hari Konsep Laporan
Memeriksa konsep laporan jika sesuai akan disampaikan \/ ;
5. |kepada Sekretaris dan Kadis. Jika tidak akan dikembalikan > tidak Konsep Laporan 1 jam Konsep Laporan
untuk diperbaiki \J\
Ya
Memeriksa draft laporan LKPJ. Jika sesuai akan diparaf tidak
6. |dan menyerahkan kepada Kadis jika tidak sesuai maka da - Konsep Laporan 1jam Konsep Laporan
akan dikembalikan untuk diperbaiki tidak
[ Ya
Memeriksa draft laporan LKPJ. Jika sesuai akan
menandatangani dan menyerahkan kepada Kasubbag K :
% Program & Keu melalui sekretaris. Jika tidak sesuai maka onsey; Lapomn Yism LKP
akan dikembalikan untuk diperbaiki Ya
8 Zm:<033xm.: laporan penyusunan LKPJ untuk di _ r._ LKPJ 30 menit |LKPJ
dokumentasikan dan digandakan
Mendokumentasikan dan menggandakan laporan LKPJ
9. |serta mengirimkan ke Bagian Administrasi Pemerintahan LKPJ 15 menit [LKPJ

Setda Kab. Labuhanbatu Utara




DINAS _...mw_u>0>zm>z DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SEKRETARIAT

NOMOR SOP . SOP/XXV.A.b.08/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH : SEKRETARIS
H. SOFYAN IBUAN. SE, MAP
Pembira TK. | (IV/b)
NIP: 19690408 199803 1 009
NAMA SOP : PENYUSUNAN LPPD

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

2. Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan
penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah

3. Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SOP - AP

4. Peraturan Bupati Deli Serdang No. 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah

1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office

2. Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Mampu bekerjasama dengan tim

4. Mampu membuat pelaporan progress kegiatan

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penyusunan Renstra 1. Komputer
2. SOP Penyusunan Renja 2. Printer
3. SOP LKIP 3. ATK
4. Peraturan dan Pedoman-pedoman terkait penyusunan LPPD
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP Penyusunan LPPD tidak dilaksanakan maka LPPD tidak akan selesai
secara maksimal dan sesuai ketentuan

1. LPPD




SOP PENYUSUNAN LPPD

PELAKSANA Mutu Baku
i Kasubbag Keterangan
No. Kegiatan Kadis Sekretaris Program dan Kelengkapan Waktu Output
Keuangan
Menerima surat Bupati dan Disposisi untuk
1. |mengintruksikan ke Sekretaris untuk Surat Bupati 30 Menit POSIS|
Menyusun LPPD
menyusun LPPD
. . - Disposisi
2, W\_mamzsﬁmrxmz xmmc_ﬂ.c_w_m_u_u_.on_.ma dan @_muow_m_ cmwh__w_u 30 Menit |menindaklanjuti
euangan menyusun enyusun perintah
Disposisi
3, {NeTRan LPFDIdAN meryemahianks menindaklanjuti 9Hari  |Draft LPPD
ekretaris perintah
Memeriksa draft LPPD. Jika sesuai maka v& / e L
akan memaraf draft LPPD dan meneruskan Tidak /\ Dokumen LPPD
4. R . Draft LPPD 1 Jam :
ke Kadis. Jika tidak sesuai maka akan diparaf
dikembalikan untuk diperbaiki
Ya
Memeriksa Dokumen LPPD jika sesuai
5 maka akan memaraf Dokumen LPPD jika Dokumen LPPD i Jai Dokumen LPPD
" |tidak sesuai maka akan dikembalikan untuk diparaf ditandatangani
diperbaiki Ya
6 Mengirim LPPD ke Bagian Administrasi Dokumen LPPD 2 Tanda no:::_ﬂ
" |Pemerintahan Sekertariat Daerah A V ditandatangani am MM_MMB an ke




DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SEKRETARIAT

NOMOR SOP SOP/XXV.A.b.15/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH SEKRETARIS
\!
H. SOFYAN HASIBUAN. SE, MAP
Pembina Tk. | (IV/b)
NIP: 19690408 199803 1 009
NAMA SOP PELAKSANAAN VERIFIKASI SPJ

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SOP - AP

2. Peraturan Bupati Deli Serdang No. 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office

2. Mampu menjaga rahasia jabatan

3. Memahami tentang peraturan keuangan

4. Mampu mencatat, menghitung, menyimpan semua pembukuan dan

dokumen keuangan didalam proses pengelolaan keuangan

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Surat keluar 1. ATK

2. Komputer

3. Printer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Apabila Pelaksanaan verifikasi SPJ tidak berjalan dengan baik maka
pengelolaan keuangan akan mendapat temuan dari pihak
pengawasan sehingga akan mendapat teguran dari atasan

1. Agenda kerja/ Tupoksi Data, bukti pengeluaran

2. Agenda kerja/ Tupoksi Data, bukti pengeluaran DPA
3. Rancangan SPJ Buku penatausahaan keuangan

4. Agenda kerja/ Tupoksi Rancangan SPJ




SOP PELAKSANAAN VERIFIKASI SPJ

Pelaksana Mutu Baku
A Bendahara
No. Kegiatan Keterangan
o Pengeluaran dan Pengguna PPK Kelengkapan Waktu Output 9
Anggaran
staff
1 Mengumpulkan data realisasi keuangan dan bukti bukti %omsmm. ._numm_ﬁ\ bukti i MiFea Data dan bukti
" |pengeluaran terkait SPJ dari PPTK upoksi : 99 pengeluaran
pengeluaran
Menyusun dan meneliti kelengkapan SPJ meliputi bukti Agenda kerja/
2. |pengeluaran , pemeriksaan kebenaran, pencocokan dan Tupoksi Data, bukti 3jam |Berkas SPJ
perhitungan keuangan .per rincian kegiatan pengeluaran DPA
Membuat rancangan SPJ Pengeluaran Berdasarkan Buku Rancangan SPJ Buku R
g ancangan
3. |Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan penatausahaan 1 jam
. SPJ
menyerahkannya kepada verifikator keuangan
Tidak
Memeriksa kebenaran perhitungan keuangan SPJ yang
diterima dalam rangka verifikasi. Jika sudah benar Agenda kerja/
4. |diteruskan ke Pengguna Anggaran dan jika belum akan Tupoksi Rancangan | 30 menit |Verifikasi

dikembalikan ke Bendahara pengeluaran untuk diperbaiki
sesuai kesalahan

Ya

SPJ




Pelaksana Mutu Baku
; Bendahara Keterangan
No Regiatan Pengeluaran dan Fengguna PPK Kelengkapan Waktu Output 9
Anggaran
staff

Menyerahkan hasil verifikasi untuk dicermati, Jika sudah

sesuai akan diparaf kemudian diteruskan ke Bendahara Hasil Verifikasi i s o
5 Pengeluaran dan jika belum, akan dikembalikan dan Komputer, ATK Senlt [Yerfkes

diperbaiki sesuai arahan

Melakukan pencermatan dan penilaian. Jika sudah sesuai / Nidak Hasil Verifikasi
6. |akan diteruskan ke PPKD selaku BUD dan jika belum, 10 menit |Disposisi SPJ

" ; g e h Rancangan SPJ

akan dikembalikan dan diperbaiki sesuai arahan

Menerima pengesahan SPJ dari PA dan kemudian Ya Disposisi SPJ
7. |membuat laporan SPJ Fungsional dan administrasi untuk — Laporan Komputer, 1 jam |Laporan SPJ

disampaikan kepada PPKD selaku BUD dan ATK

Menyampaikan pengesahan SPJ ke PPKD selaku BUD .
8. dan menyimpan berkas SPJ sebagai arsip Lagaran:sh Tdam (SurstlAmsp




DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SEKRETARIAT

NOMOR SOP : SOP/XXV.A.b.18/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH SEKRETARIS
H. SOFYAN HASIBUAN. SE, MAP

Pembina Tk. | (IV/b)
NIP: 19690408 199803 1 009

: PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN,
TRIWULAN, SEMESTERAN, PROGNOSIS, DAN
LAPORAN KEUANGAN AKHIR

NAMA SOP

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SOP - AP

2. Peraturan Bupati Deli Serdang No. 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah

1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office

2. Mampu menjaga rahasia jabatan

3. Memahami tentang peraturan keuangan

4. Mampu mencatat, menghitung, menyimpan semua pembukuan dan

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dokumen keuangan didalam proses pengelolaan keuangan
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pembuatan Laporan 1. ATK
2. SOP surat keluar 2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Jika Pelaksanaan Penyusunan laporan bulanan, triwulanan,
semesteran, prognosis dan laporan akhir keuangan tidak berjalan
dengan baik maka pengelolaan keuangan akan mendapat hambatan
untuk pengajuan SPP sehingga dapat menghambat kegiatan kantor dan

bahkan akan mendapat teguran dari pihak atasan dan bahkan bisa jadi
temuan oleh pihak pengawas

1. Agenda kerja/ Tupoksi Bukti bukti,
2. Dokumen atau berkas Bukti bukti,
3. Konsep Laporan dan prognosis
4. Konsep Laporan dan prognosis

5. Disposisi Laporan dan prognosis
6. Laporan dan prognosis




PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN, TRIWULAN,SEMESTERAN,PROGNOSIS, DAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Bendahara Bendahara Keterangan
Pengeluaran dan PA/KPA PPK Pengeluaran Kelengkapan Waktu Output
g
staff dan staff
Menyimpan semua bukti bukti : ;
1. |realisasi pelaksanaan anggaran ‘ ' womw Mﬂﬁnqﬁ.\_ﬂcuo_ﬁ_ 1Jam |Dokumen atau berkas Per transaksi
setiap Bulan untuk bahan laporan Ll h
Menyusun capaian realisasi Dokumen atau berkas ik
2. anggaran Bukti bukti, ATK 1Jam |Dokumen atau berkas
Menyusun konsep laporan realisasi
Palaksanasy enguara ssmester WM”“M mmmmﬂwwm”mh””m Konsep Laporan dan Sop
3. |pertama (enam bulan) dan o :ouw_m P 2 jam o :o_..,m.m P pembuatan
prognosis berdasarkan laporan ﬂo% uter. ATK g laporan
bulanan putoh
Menyampaikan konsep laporan
4 realisasi, capaian dan prognosis Konsep Laporan dan 10 Menit Konsep Laporan dan
" langgaran untuk dicermati, diberi - prognosis prognosis
paraf dan ditandatangani
Memeriksa konsep laporan dan Tidak \
prognosis. Jika sudah benar akan \
5 diberi paraf untuk diteruskan Konsep Laporan dan 3jam |Disposisi

kepada Pengguna Anggaran . Jika
belum benar akan diperbaiki oleh
PPK

prognosis




Pelaksana Mutu Baku
p Bendahara Bendahara
No. t Keterangan
Keglatan Pengeluaran dan| PA/KPA PPK Pengeluaran Kelengkapan Waktu Output ’
staff dan staff

Ya




Pelaksana Mutu Baku
" Bendahara Bendahara
No. Kegiatan Keterangan
g Pengeluaran dan PA/KPA PPK Pengeluaran Kelengkapan Waktu Output ¢
staff dan staff
Memeriksa kembali konsep laporan
dan prognosis yang telah Tidak
mendapat paraf. Jika sudah benar K L &R
6. |akan ditandatangani untuk onsep Hpetaliios 3 jam Disposisi
ditindaklanjuti atau finalisasi . Jika prognosis
belum benar akan diperbaiki oleh
PPK sesuai arahan
UTIIUR TP oTaTT|
Ya 4 triwulan dapat
Menerima dan mengirimkan Disposisi Laporan dan -“Muwﬂn Nﬂ.,\m:__dmm” dilihat &v
laporan dan prognosis beserta prognosis g P subba
7. . . 3jam -laporan semester dan g
lampirannya secara rutin kepada Cap, stempel, buku OGS program
biro keuangan agenda prognosis -
-laporan akhir tahun
Untuk laporan
8. |Menyimpan laporan sebagai arsip Laporan dan prognosis 30 Menit ArSi Laparan, dan

prognosis




DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR

NOMOR SOP - SOP/XVII.B.a.01/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH Kepala Bidan
Ima
Penata (lll/c)
NIP: 19850805 201101 1 008
JUDUL SOP : PELAKSANAAN KEGIATAN PRSU

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1
2. Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP-AP

UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang 3. Memiliki sikap teliti, bertanggung jawab dan jujur
Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No.23 Tahun 2011 tentang
pengelolaan retribusi pasar
5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 2 tahun 2015 tentang
perubahan atas Perda no 23 tahun 2011 tentang kekayaan daerah
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Komputer
2. ATK
3. Printer
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apbalila pelaksanaan kegiatan PRSU tidak dijalankan dengan baik, maka
kegiatan PRSU akan terhambat

1 Foto Dokumentasi




SOP PELAKSANAAN KEGIATAN PRSU

PELAKSANA Mutu Baku
Keterangan
No Kegiatan Kepala Dinas Mﬂ”“ Kepala Seksi [ Tim Pelaksana Staff Kelengkapan Waktu Output 9

1 Menugaskan Kabid untuk melaksanakan Surat Undangan, i menif Surat Undangan,

kegiatan PRSU lembar disposisi lembar disposisi

Menelaah surat undangan dan menugaskan
2 |kasi untuk mengikuti kegiatan PRSU dan Wﬂwﬂmw““mwwﬂw_ 15 menit  |Surat Undangan

mempersiapkan Surat Perintah Tugas P
3 Membuat Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah 30 menit Surat Perintah

menyampaikan kepada kabid untuk diparaf Tugas Tugas

Memeriksa Surat Perintah Tugas. Jika setuju, ,/
4 |maka akan diparaf dan diserahkan kepada TIDAK N \ TIDAK Surat Perintah 10menit |Surat Perintah

kadis. Jika tidak, maka akan dikembalika \< Tugas Tugas

untuk diperbaiki YA

Memeriksa Surat Perintah Tugas. Jika setuju, —t
5 maka akan ditandatangani dan diserahkan Surat Perintah 10 menit Surat Perintah

kepada kabid. Jika tidak, maka akan Tugas Tugas

dikembalika untuk diperbaiki

| S

Menyerahkan kepada tim pelaksana kegiatan YA R
6 PRSU dan mempersiapkan kelengkapan Surat Perintah 2 hari Surat Perintah

kegiatan PRSU sesuai surat undangan Tugas Tugas

bersama staff

Surat Perintah Fot s\m%c a.womcmmﬂm:
7 |Melaksanakan kegiatan PRSU Tugas, Surat 5 hari 010 x engan siie
dokumentasi undangan yang
Undangan o
diterima

Mengarsipkan hasil dokumentasi kegiatan : : .

8 |PRSU untuk pembuatan laporan kegiatan Egio-aokumantas 10 menit Arsip




NOMOR SOP : SOP/XVII.B.a.02/DISDAGKOPKABLABURA/2018
TGL. PEMBUATAN :2 Mei 2018
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 12 Juni 2018
i DISAHKAN OLEH Kepala B
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR Ima
Pendta (lll/c)
NIP: 19850805 201101 1 008
JUDUL SOP : PELAKSANAAN PAMERAN KULINER RAMADHAN FAIR

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP-AP 2. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang 3. Memiliki sikap teliti, bertanggung jawab dan
Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No.23 Tahun 2011 tentang
pengelolaan retribusi pasar
5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 2 tahun 2015 tentang perubahan
atas Perda no 23 tahun 2011 tentang kekayaan daerah
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Komputer
2. ATK
3. Printer
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apbalila pelaksanaan pameran kuliner rmadhan fair tidak dijalankan dengan baik,
maka kegiatan pameran kuliner ramadhan fair akan terambat

1 Foto Dokumentasi




SOP PELAKSANAAN PAMERAN KULINER RAMADHAN FAIR

PELAKSANA Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
9 Kepala Dinas M.o%h“ Kepala Seksi | Tim Pelaksana Staff Kelengkapan Waktu Output ¥

1 Mendisposisi surat undangan pameran kepada Surat Undangan, 10 menit Surat Undangan,

bidang terkait lembar disposisi lembar disposisi

Menelaah surat undangan dan menugaskan SiiratUndangan
2 |kasi untuk mengikuti pameran dan _mﬂﬂm_, dis omw,m.. 15 menit  |Surat Undangan

mempersiapkan Surat Perintah Tugas P

Membuat Surat Perintah Tugas dan : ; Surat Perintah
2 menyampaikan kepada kabid untuk diparaf Surat Perintah Tugas| 30 menit Tugas

Memeriksa Surat Perintah Tugas. Jika setuju, / TIDAK

maka akan diparaf dan diserahkan kepada TIDAK : . Surat Perintah
4 |kadis. Jika tidak, maka akan dikembalika > SurstPerintah Tuges|  10menk. |y

untuk diperbaiki YA

Memeriksa Surat Perintah Tugas. Jika setuju,

maka akan ditandatangani dan diserahkan : . Surat Perintah
5 kepada kabid. Jika tidak, maka akan SurmiPerintah Tugss) 0.0 Tugas

dikembalika untuk diperbaiki

| SUSSU—
v

Menyerahkan kepada tim pelaksana pameran Y& Surat Perintah
6 |dan mempersiapkan kelengkapan pameran Surat Perintah Tugas 2 hari TiiGes

sesuai surat undangan bersama staff o

Surat Perintah Foto “MNEM:a.mﬂmqwﬂmmxms
7 |Mengikuti pameran Tugas, Surat 5 hari o : 9
dokumentasi undangan yang
Undangan oo
diterima

8 Mengarsipkan hasil dokumentasi pameran Editsaibkurnentasi 10 menit  |Arsip

untuk pembuatan laporan kegiatan




NOMOR SOP : SOP/XVII.B.a.03/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH : Kepala Bidang Perdagangan dan
Pengelolaan, Pasar
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR .
Imam Syahputra, SH, M.AP
Pembina (IV/a)
NIP: 19850805 201101 1 008
: PELAKSANAAN PENINGKATAN PRODUKSI PRODUK UNGGULAN
JuDUL SOP DAERAH DALAM MEGERI DAN LUAR NEGERI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP-AP 2. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang 3. Menmiliki sikap teliti, bertanggung jawab dan

Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No.23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan retribusi pasar
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 2 tahun 2015 tentang perubahan
atas Perda no 23 tahun 2011 tentang kekayaan daerah

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer

2. ATK

3. Printer
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apbalila pelaksanaan peningkatan produksi produk unggulan tidak dijalankan 1 Foto Dokumentasi

dengan baik, maka peningkatan produksi akan terhambat




SOP PELAKSANAAN PENINGKATAN PRODUKSI PRODUK UNGGULAN DAERAH DALAM MEGERI DAN LUAR NEGERI

“PELAKSANA Mutu Baku
Wo Kegistan Kepala Bidang Staff Kepala Seksi | Kepala Bidang Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1 Menugaskan staff untuk melaksanakan peningkatan SPT, jadwal peningkatan 16 menit m_u_ﬂr_mxﬂs»\mm_“
produksi ke pasar produksi Wwoacﬂm_

2 Melaksanaan peningkatan produksi harga ke pasar dan m_uw_ Wﬁmrﬂmzimxmﬁz 3iam Hasil peningkatan
menyampaikan kepada kasi untuk diverifikasi wwo_._m”umm.ﬁﬂ produksi ) produksi
Memeriksa hasil peningkatan produksi. Jika ya, maka \ / TIDAK . )

3 |akan diserahkan kepada kabid untuk diperiksa. Jika tidak, TIDAK < I_.moﬂ_ nm.:_smxmnm: 1jam I“Mrﬂm_s ingkatan
maka akan dikembalikan untuk diperbaiki N\ H YA prodis P

)
Memeriksa hasil peningkatan produksi. Jika ya, maka ;

4 |akan diserahkan kepada kadis untuk ditinjau. Jika tidak, x“.ur nm_;snxma: 30 menit Ihﬂrﬂ_:_axag
maka akan dikembalikan untuk diperbaiki YA P P

v

5 Mengevaluasi hasil peningkatan produksi dan Hasil peningkatan 10 menit Hasil peningkatan
menyerahkan kepada seksi produksi produksi

6 Menyerahkan hasil peningkatan produksi ke Dinas A V Hasil peningkatan 10 menit Hasil peningkatan
Perdagangan Provinsi Sumut produksi produksi




DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR

NOMOR SOP : SOP/XVII.B.a.04/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF

Kepala Bidang Pergdagangan dan
DISAHKAN OLEH

Pembina (IV/a)
NIP: 19850805 201101 1 008
: PENERBITAN SURAT REKOMENDASI

JUDULSOP PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.
2.
3.

UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP-AP
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang
Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No.23 Tahun 2011 tentang
pengelolaan retribusi pasar

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 2 tahun 2015 tentang
perubahan atas Perda no 23 tahun 2011 tentang kekayaan daerah

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
3. Memiliki sikap teliti, bertanggung jawab dan jujur

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer
2. ATK
3. Printer '




SOP PENERBITAN SURAT REKOMENDAS| PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pelaksana Mutu Baku
U Keterangan
L Yegistan Pedagang | Kepala Seksi Mmﬂ..“ Staff | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Cpit ’
; : Surat permohonan, surat

A Zo:omfxw: pecmohicnan peneroitn st nemendes! penyataan, foto copy KTP (2 30 menit  |Berkas Permohonan

pemakaian kekayaan daerah lbr), Pas photo 3x4 (2 Ibr)

Memeriksa berkas permohonan penerbitan surat TIDAK
2 rekomendasi pemakaian kekayaan daerah. Jika sesuai, Berkas Permohonan, checklist 2 hari W”w_‘””mu_»uwﬂnmmﬂ.nm%m

" |akan diajukan ke Kepala Bidang. Jika tidak, akan penerimaan berkas berkas

dikembalikan ke pedagang untuk dilengkapi. YA

Memeriksa berkas permohonan penerbitan surat

rekomendasi pemakaian kekayaan daerah. Jika sesuai, Berkas Permohonan, checklist :
8. akan diparaf dan dilaksanakan survey. Jika tidak, akan TIDAK penerimaan berkas RGimenk  (|EetowCemotomne

dikembalikan ke staf YA

|memrecea

Melakukan survei ke lokasi berjualan bersama kepala
4. |seksi dan membuat laporan survei, kemudian M“_.zx”w_ﬂ M””w.mamm””._mﬂoas 2 hari Hasil Survey

menyerahkan kepada Kepala Bidang _J

Memeriksa hasil survei. Jika sesuai, akan diajukan ke TIDA .
5 |kepala Dinas. Jika tidak, akan dikembalikan s Suriey amank; |Hasl Sutvey

YA
1

Memeriksa hasil survei. Jika sesuai, akan dilakukan
6. |pencetakan surat rekomendasi pemakaian kekayaan TIDAK Hasil Survey, berkas pemohon 15 menit  |Hasil Survey

daerah. Jika tidak, akan dikembalikan

—
L
C v




NOMOR SOP : SOP/XVII.B.c.01/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI P -
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH : Kepala Bidang Perdagangan dan
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR
Pembina (IV/a)
NIP: 19850805 201101 1 008
JUDUL SOP : PENERBITAN SURAT REKOMENDASI IZIN BERJUALAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP-AP 2. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang 3. Menmiliki sikap teliti, bertanggung jawab dan jujur
Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No.23 Tahun 2011 tentang
pengelolaan retribusi pasar
5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 2 tahun 2015 tentang
perubahan atas Perda no 23 tahun 2011 tentang kekayaan daerah
6. peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Komputer
2. ATK
3. Printer
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila penerbitan surat rekomendasi izin berjualan tidak dilaksanakan dengan baik, maka | 1. Surat Rekomendasi lzin Berjualan
akan menyebabkan tidak terdatanya pedagang yang sudah memiliki surat rekomendasi 2. Form Survei Lokasi Berjualan
izin berjuaan




SOP PENERBITAN SURAT REKOMENDASI IZIN BERJUALAN

Berjualan

Pelaksana Mutu Baku
No. Keglatan : Keterangan
Pedagang Kepala Seksi Kepala Bidang Staff Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Surat permohonan, : .
1. |Mengajukan permohonan penerbitan surat surat penyataan, foto | ., . |Berkas m_Mvwmhﬂm:mwhw Aanw "
rekomendasi izin berjualan copy KTP (2 Ibr), Pas ment | permohonan P m_o".m:ms ..oiuma
photo 3x4 (2 Ibr) .
Memeriksa berkas permohonan penerbitan TIDAK Berkas
surat rekomendasi izin berjualan. Jika sesuai, ) Berkas Permohonan, Permohonan,
2. |akan diajukan ke Kepala Bidang. Jika tidak, checklist penerimaan 2 hari  |checklist
akan dikembalikan ke pedagang untuk berkas penerimaan
dilengkapi.
ilengkap YA berkas
Memeriksa berkas permohonan penerbitan
5, [surat rekomendasi izin berjualan. Jika sesuai, mo;mw_ _...m:_._oz.oam? 8 menii Berkas
" |akan diparaf dan dilaksanakan survey. Jika TIDAK Q_wxor St poniarimsan " | permohonan
tidak, akan dikembalikan ke staf i s
]
Melakukan survei ke lokasi berjualan bersama u\ Berkas Permohonan,
4. |kepala seksi dan membuat laporan survei, Form Survei Lokasi 2 hari |Hasil Survey
kemudian menyerahkan kepada Kepala Bidang Berjualan
Memeriksa hasil survei. Jika sesuai, akan (
5. |diajukan ke Kepala Dinas. Jika tidak, akan / TIDAK Hasil Survey 15 menit [Hasil Survey
dikembalikan
Y YA
Memeriksa hasil survei. Jika sesuai, akan ;
¢ Hasil , berk .
6. |dilakukan pencetakan surat rekomendasi izin TIDAK vomhomwﬁ\% berkes 15 menit [Hasil Survey
berjualan. Jika tidak, akan dikembalikan
I
YA
ara Surat
7 |Mencetak surat rekomendasi izin berjualan dan /m Surat Rekomendasi Izin| 45 o |0 o) omendasi
" |menyerahkan kepada kabid untuk diperiksa Berjualan Izin Berjualan
Memeriksa surat rekomendasi izin berjualan. / o Surat
g, |Jika setuju, maka akan diserahkan kepada TIDAK m:_..m. Rekomendasi Izin 10 menit |Rekomendasi
" |kadis untuk ditandatangani. Jika tidak, maka Berjualan Izin Berjualan
akan dikembalikan untuk diperbaiki YA
— v i Surat
o, |Menandatangani surat rekomendasi izin Surat Rekomendasi lzin| ;o . |2t omendasi
" |berjualan Berjualan Izin Berjualan
Mengagendakan dan menomori surat i — | Surat .
10. |rekomendasi izin berjualan dan menyerahkan Berjualan 10 menit |Rekomendasi
kepada pedagang Izin Berjualan
Sirat Rekomendasi isin Surat Dikenakan biaya sesuai
u : "
11. |Menerima Surat Rekomendasi Izin Berjualan 10 menit |Rekomendasi PERDA No. 9 Tahun

1zin Berjualan

2010




NOMOR SOP

: SOP/XVII.B.c.03/DISDAGKOPKABLABURA/2021

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI <
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH Kepala Bidang Perdagangan dan
Pengelolaan Pasar
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
BIDANG PERDAGNGAN DAN PENGELOLAAN PASAR -
Imam Syahputfa, SH, M.AP
Pembina (IV/a)
NIP: 19850805 201101 1 008

JUDUL SOP . PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Pemerintah No 66 Thun 2001 Tentang Retribusi Daerah 1. Memahami kondisi pasar

2. Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP-AP 2. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
3. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No.23 Tahun 20111 tentang 3. Mampu melakukan perhitungan
pengelolaan retribusi pasar 4. Memiliki sikap teliti
4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 2 tahun 2015 tentang
perubahan atas Perda no 23 tahun 2011 tentang kekayaan daerah
5.
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Komputer
2. ATK
3. Kendaraan Dinas
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila retribusi tidak dilaksanakan dengan baik, maka

penagihan retribusi pasar tidak dapat terlaksana dengan baik

1. Block/ karcis

4. BKU

2. Bukti Tanda Terima Karcis Bulanan
3. Form Tanda Setor




SOP PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
Bendahara Kasi va_.__”ﬂuwmzsn Kabid Kadis Staf Kelengkapan Waktu Output 2 o
Menerima block/ karcis dari Bapenda dan i i i
1. menyerahkan ke Kasi Block/ karcis 1 minggu Block/ karcis
Menyerahkan block/ karcis kepad i
2. nw_mﬂwm:m Harian sllsss Block/ karcis 10 menit Block/ karcis
. . Block/ karcis, :
3. Mempurporasikan block/ karcis kepada ._.m_oMEﬂxm_wo_m. .w :_a.. Sl Bukti Tanda mn_ﬂntﬂm_.o_m:
pedagang an mm m__,_zsm arcis ja Terima Karcis | ™Y :wmm”um g
el Bulanan
Menghitung jumlah block/karcis yang Block/ karcis, Bukti Foirh Tanda
4. |dipurporasikan dan menyetor uang kepada Tanda Terima Karcis 1jam Seto
- |bendahara Bulanan i
Menandatangani tanda terima penyetoran
dari pelaksanaan harian dan membuat r_ ;
5. laporan BKU yang ditandatangani oleh kadis P Form Tanda Setor 1himesit bRy
untuk diteruskan ke Kasi
Menerima BKU dan membuat laporan ke .
Kabid untuk ditindakianjuti _ = | BKU Taimenk Peu
Menerima Laporan dan mengadakan
evaluasi terhadap pemenuhan target retribusi _ J_ BKU 15 menit BKU
per triwulan
Menerima Laporan BKU untuk
ditandatangani dan menugaskan kabid untuk _L BKU 5 menit BKU
diarsip
Menerima BKU yang telah ditandatangani 1
oleh Kadis dan menugaskan Kasi untuk U .
mengarsipkan BKU serta mengikuti Rapat di BiY 10 ment BKU
Kantor Bupati dalam waktu per 3 bulan
Menugaskan staf untuk mengarsipkan BKU
dan mengikuti rapat di kantor Bupati dalam HIJ BKU 5 menit BKU
waktu per 3 bulan
N Dilakukan
6. |Mengarsipkan BKU A v BKU 5 menit BKU rekapitulasi
setiap tiga bulan




DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR

NOMOR SOP : SOP/XVII.B.c.04/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI D -
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Imam Syahputra, SH, _s.v,v
Pembina (IV/a)
NIP: 19850805 201101 1 008
: PENDATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG
JUDUL SOP KAKI LIMA

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 1. Memahami kondisi pasar
2. Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP-AP |2, Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang 3. Mampu melakukan perhitungan
Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan 4. Memiliki sikap teliti
4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No.23 Tahun 2011 tentang
pengelolaan retribusi pasar
5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 2 tahun 2015 tentang
perubahan atas Perda no 23 tahun 2011 tentang kekayaan daerah
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Komputer
2. ATK
3. Kendaraan Dinas
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila pendataan dan pembinaan tidak dilaksanakan dengan baik, maka

pelaksanaan pendataan dan pembinaan akan terhambat

1 Block/ karcis
2 Bukti Tanda Terima Karcis
3 Form Tanda Setor




SOP PENDATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pelaksana Mutu Baku
No. ndataan dan pembinaan Keterangan
B e Kadis Kabid Kasi Sekretaris Staf Kelengkapan Waktu Output o
Menugaskan Kabid dan Kasi untuk membuat :
k Jadwal dan lokasi pelaksanaan pembinaan APBD/APBN Tamioggy  [APBLIAPEN
Menugaskan kasi untuk membuat jadwal,
2. |dan kordinasi terhadapa OPD lain yang ikut wwmwhwwmz 10 menit  |Disposisi
pelaksanaan pembinaan 13pos)
Membuat jadwal dan kordinasi dengan OPD
lain yang mengikuti pelaksanaan pembinaan _L Hnﬂwrﬂumhwnsmm: Block/Karcis
3. |serta mengonsep SPT untuk ditandatangani l APBD/APBN 3 jam pembinaan untuk pedagang
oleh Kadis, paraf kordinasi Kasi, kabid dan harian
: Draf SPT
Skretaris
I . ) oAk Jadwal pelaksanaan Jadwal pelaksanaan
Memeriksa jadwal dan SPT jika sesuai akan f pendataan dan . pendataan dan
4. |diparaf dan diteruskan ke sekretaris, jika P— 1 jam pembinaan
tidak akan dikembalikan woB* SPT Draf SPT
1
Jadwal pelaksanaan
Memeriksa jadwal dan SPT jika sesuai akan TIDAK Jadwwal pelaksanasn d ﬁu d
: : T pendataan dan 15 it pendataan dan
5. |diparaf dan diteruskan ke Kadis, jika tidak pembinaan meni pembinaan
akan dikembalikan Draf SPT Draf SPT
Jadwal pelaksanaan Jadwal pelaksanaan
Menandatangani SPT dan menugaskan pen am»mums dan . pen amﬁﬂ: dan
kabid untuk melaksanakan pendataan dan pembinaan 20 menit pembinaan
pembinaan pendataan dan pembinaan Draf SPT SPT
’ S | Jadwal pelaksanaan Jadwal pelaksanaan
Menugaskan kasi untuk melaksankan pendataan dan . pendataan dan
pendataan dan pembinaan pendataan dan pembinaan 10 menit pembinaan
pembinaan pedagang kaki lima SPT SPT
Jadwal pelaksanaan ;
Melakasnakan pembinaan dan membuat — pendat %mo: dan ) Laporan hasil
laporan pendataan dan pembinaan dan FJU pembinaan 2 hari vo:am.ﬁm: dan
diteruskan ke kabid untuk di verifikasi SPT pembinaan
; TIDAK
Memverifikasi laporan pendataan dan . Laporan hasil
pembinaan, jika sesuai akan di tandatangani Laporan _._.m.m__ pendataan 20 menit  |pendataan dan
dan menugaskan kasi untuk \ dan pembinaan pembinaan
mengarsipkannya
i YA 7 Laporan hasil
Menugaskan staf untuk mengarsipkan Laporan hasil pendataan 5menit |pendataan dan
laporan pendataan dan pembinaan dan pembinaan pembinaan
. Laporan hasil
Mengarsipkan laporan pendataan dan Laporan :.mm__ pendataan 5 menit pendataan dan
pembinaan untuk membuat SPJ dan pembinaan pembinaan




DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR SOP : SOP/XVII.B.c.05/DISDAGKOPKABLABURA/2021

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF

BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR

DISAHKAN OLEH

Kepala Bidang Perdagangan dan

Pembina (IV/a)
Nip. 19850805 201101 1 008

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS| PELAKSANA:

1.

Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP-AP

1. Memahami kondisi pasar

2. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No.23 Tahun 20111 tentang 2. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
pengelolaan retribusi pasar 3. Mampu melakukan perhitungan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 2 tahun 2015 tentang 4. Memiliki sikap teliti
perubahan atas Perda no 23 tahun 2011 tentang kekayaan daerah
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Komputer
2. ATK
3. Kendaraan Dinas
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila repitalisasi pasar tidak dilaksanakan dengan baik, maka

pedagang tidak akan mendaptak tempat yang baik

1. Sertifikat tanah
2. Laporan Sosialisasi




SOP PEMBANGUNAN REPITALISASI PASAR RAKYAT

di repitalisasi

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Kadis Kabid Kasi PPK Kelengkapan Waktu Output Ketarangan
Menugaskan Kabid dan Kasi cari lokasi yan ;
1. akan m. bangun yang Surat Permohonan 15 menit  [Surat permohonan
Menugaskan kasi untuk cari i i .
2. cm:mcm: LUtk cariiokasi yang i Surat permohonan 10 menit | Surat permohonan
Mencari lokasi dan mempersiapkan dokumen r_
3. |kepemilikan tanah Serifikat tanah diserahkan HL Surat permohonan 20 menit  |Sertifikat Tanah
ke PPK
Menerima Kelengkapan dokumen untuk
4, |Menjadi pelaksaanaan;parbalkan:dan — Sertifikat Tanah 1jam  |Jadwal Sosialisasi
melakukan sosialisasi bersama dengan
Disdagkop
Melakukan sosialisasi terhadapa pedagang ;
5 |dan menugaskan kasi untuk _ Pl__ Jadwal Sosialisasi 1 hari wwwﬁﬂhm”wm__
menyerahkannya kembali dengan pedagang
. A v ’ san o ; Tempat yang sudah
6 |Menyerahkannya kembali ke Pedagang Laporan hasil Sosialisasi 20 menit




NOMOR SOP - SOP/XVII.B.b.01/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF :
Kepala Bidang Perdagangan dan
Pengelolaap, Pasar
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DISAHKAN OLEH
BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR Imam . SH, M.AP
Pembina (IV/a)
NIP: 19850805 201101 1 008

JUDUL SOP . PELAYANAN TERA/TERA ULANG/KALIBRASI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. UU no 2 tentang metrologi legal

2. PP no 2 tahun 1985 tentang wajib pemebasan untuk ditera dan / atau ditera
ualang serta syarat2 bagi alat2 ukur takar timbang dan perklengkapannya

3. PP no 10 tahun 1987 tentang satuan turunan satuan tambahan dan satuan
lain yang berlaku

4. Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP-AP

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Memahami persyaratan TERA

3. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office

4. Memiliki sikap teliti, bertanggung jawab dan jujur

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Komputer
2. ATK
3. Printer

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila pelayanan Tera tidak dilaksanakan dengan baik, maka
pelaksanaan Tera akan terhambat

1. Sertifikat Tera
2. Jadwal Kegiatan Tera
3. Rincian Biaya Kegiatan




SOP PELAYANAN TERA/TERA ULANG/KALIBRASI

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan K
Pemliik UTTP |  Kabid Kasi Staf Sokrotaris | '8 | pomi REG1| Kelongkapan | Waktu Output eterangan
1 |Mengirimkan surat permohonan Tera D Surat Permohonan | 30 menit wmu:mwsosm:
Berkas Berkas
Menerima surat permohonan dari Pemilik UTTP dan P h Permohonan,
2 |menugaskan kasi untuk membuat surat permohonan M _d.ro. onan, 2 hari checklist
fasilitasi chec .__mn penerimaan
penerimaan berkas berkas
Mengkonsep draf surat permohonan fasilitasi dan _ PJ wm}mm: —_— Draf Surat
3 |menugaskan staf unuk mengetik draft surat oMMMM_v_% b 15 menit |Permohonanan
permohonan fasilitasi penerimaan berkas Fasilitasi
4 Mengetik draft surat permohonan fasilitasi dan _lL u WW:PwﬂMhmsmz 2 hari Wwﬂ:mﬂwhmzm:
diteruskan ke kasi untuk di verifikasi L o ene
Fasilitasi Fasilitasi
Memverifikasi draf surat permohonan fasilitasi, jika Tidak \ TIDAK Draf Surat Draf Surat
5 |sesuai akan di paraf dan diteruskan ke Kabid, jika tidak Permohonanan 15 menit |Permohonanan
akan dikembalikan untuk diperbaiki < Fasilitasi Fasilitasi
]
Memverifikasi draf surat permohonan fasilitasi, jika YA Draf Surat Draf Surat
6 |sesuai akan di paraf dan diteruskan ke Sekretaris, jika TIDAK Permohonanan 15 menit (Permohonanan
tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki Fasilitasi Fasilitasi
[
v

YA




SOP PELAYANAN TERA/TERA ULANG/KALIBRASI

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kete! a
e Pemliik UTTP |  Kabid Kasi staf Sekretaris .M_Hw BSMLREG| | Kelengkapan Waktu Output Karonn
Memverifikasi drfat surat permohonan fasilitasi, jika
7 sesuai akan diparaf dan diteruskan ke Kadis untuk WB_" wﬂB-” iia 15 menit meh:wﬁ% na
ditandatangani, jika tidak maka akan dikembalikan untuk _no_,_.ﬂm 0 anan Fasilit Dnanan
diperbaiki asilitasi asilitasi
Menandatangani draf surat permohonanan fasilitasi dan YA L — Draf Stiat Surat
8 menugaskan subbag umu untuk menori surat P o oﬂ_ o 15 menit _u“_.ao_..osmz
sertamenugaskan kabid untuk mengirimkan surat _uoz.ﬂﬁ n.v e Fasilitasi
permohonan fasilitasi asiian
. s o Surat
Menerima surat permohonan fasilitasi dan menugaskan _ Surat Permohonan ;
9 ’ o i 15 menit |Permohonan
kasi untuk mengirimkan surat Fasilitasi Fasilitasi
A TIDAK Surat
10 z_o_._commxm: w.& untuk mengescan dan mengirmkan r._ mci.n _um.asozozms 15 menit |Permohonan
memlalui emai Fasilitasi ;
Fasilitasi
YA
mengirimkan scan surat permohonan fasilitasi melalui 1 Surat
11 |email ke BSML Reg | dan mengarsipkan surat wnwﬂﬂmgososms 15 menit |Permohonan
permohonan fasilitasi Fasilitasi
_lLu Surat
12 Menerima surat permohonan dari Disdagkop dan Surat Permohonan 15 menit wn“mgcm:
mengirimkan surat balasan Fasilitasi eIk UKEN
Tera
Surat
Menerima surat balasan dari BSML REG | dan l Surat persetujuan persetujuan
13 |menugaskan Kasi untuk membuat Rincian biaya serta untuk melakukan 15 menit  juntuk
mengirimkannya ke Pemilik UTTP Tera melakukan
Tera
R Surat persetujuan Draf Rincian
14 Zma:ummxm: Staf untuk membuat draft rincian biaya ] untuk melakukan 15 menit |Biaya Kegiatan
kegiatan Tera Tera




SOP PELAYANAN TERA/TERA ULANG/KALIBRASI

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Pemliik UTTP | Kabid Kasi staf | Sekrotaris | P | oM REGI| Kelengkspan | Waktu | Output Katecangan
Membuat rincian biaya kegiatan dan meneruskan ke [ _ Draf Rincian Biaya . |Draf Rincian
L Kasi untuk diverifikasi L Kegiatan Tera 18 mendt w“wm Kogatn
TIDAK o
16 Memverifikasi draf rincian biaya, jika sesuai akan diparaf V\/ Draf Rincian Biaya 15 menit W._,mm“nmm_mn%hﬁs
dan diteruskan ke Kabid, jika tidak i i
an ke Kabid, jika tidak akan dikembalikan < TIDAK Kegiatan Tera Tera
Memverifikasi drfat rincian biaya, jika sesuai akan Draf Rincian Bi Rincian Bi
17 |ditandatangan dan menugaskan kasi untuk mengirimkan _AB. hoﬁz aya 15 menit x_ao. mﬁs .w ya
Rincian biayan ke Pemilik UTTP eglatan.lela egiaanilera
T |
18 Menugaskan staf untuk mengirimkan rincian biaya Rincian Biaya 15 menit Rincian Biaya
kegiatan dan mengarsipkan rincian biaya kegiatan Kegiatan Tera Kegiatan Tera
19 mengirimkan scan rincian biaya kegiatan dan mengarsip __ _ Rincian Biaya 15 menit Rincian Biaya
rincian biaya kegiatan Kegiatan Tera Kegiatan Tera
Surat
Menerima rincian biaya dan mengirimkan surat Rincian Biaya e perdetujuan
20 persetujuan ke Disdagkop Kegiatan Tera Kondisional atas rincian
biaya
Menerima persetujuan dari pemilik dan menugaskan S
; ; Surat perdetujuan . |perdetujuan
21 |Kasi untuk membuat surat permohonan penjadwalan ke atas rincian biaya 10 menit atas rincian
BSML biaya




SOP PELAYANAN TERA/TERA ULANG/KALIBRASI

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
° Lo Pemliik UTTP Kabid Kasi Staf Sekretaris xco_n”“.- BSML REG | Kelengkapan Waktu Output
Membuat permohonan Penjadwalan ke BSML dan Surat f
: s 3 perdetujuan . |Jadwal

22 |mengrirmkannya ke BSML setelah diverifikasi oleh inci i Tt Kegiatan Tera

Kabid dan disettujui oleh Kadis stas ncin biya n

Menerima jadwal kegiatan dari BSML dan menugaskan r_ | Kegiatan ~ |Jadwal
23 [Kasi untuk mengirimkan jadwal kegiatan ke Pemilik _ _ %mmﬂ%m e9! 10 menit Kegiatan Tera

UTTP
24 z_o:comuxm::mi untuk mengrimkan jadwal kegiatan ] Jadwal Kegiatan 10 menit ._we.zm_

Tera ke Pemilik UTTP Tera Kegiatan Tera
25 Mengirimkan jadwal kegiatan Tera dan mengarsipkan rn_ Jadwal Kegiatan 10 menit Jadwal

jadwal kegiatan Tera Kegiatan Tera

Melaukan kegiatan Tera dan memberikan sertifikat ke __ _ Jadwal Kegiatan i
26 Disdagkop untuk dibaerikan ke Pemilik UTTP Tera Rondisonal. |Serificat Tera

L_ _ BSML akan diteruskan

Menerima sertifikat dari BSML dan menyerahkannya ke " Ke Dirjen Metrologi di

27 Pemilik Sertifikat Tera 14 hari  |Sertifikat Tera Bandung untuk
ditandatangani

28 [Menerima sertifikat dari Disdagkop A v Sertifikat Tera 10 menit  |Sertifikat Tera




NOMOR SOP : SOP/XVII.B.b.05/DISDAGKOPKABLABURA/2021

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH : Kepala Bidang Perdagangan dan

DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR Imam Syahputra, SH, M.AP
Pembina (IV/a)

NIP: 19850805 201101 1 008

JUDUL SOP : PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA PADA PANGAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKAS| PELAKSANA:
1. Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP-AP 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Peraturan Menteri Perdagangan no 8 Tahun1999 tentang perindungan konsumen 2. Memahami persyaratan BPOM
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang 3. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan 4. Memiliki sikap teliti, bertanggung jawab dan jujur

4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No.23 Tahun 2011 tentang
pengelolaan retribusi pasar

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 2 tahun 2015 tentang perubahan
atas Perda no 23 tahun 2011 tentang kekayaan daerah

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Komputer
2. ATK
3. Printer

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila pengawasan bahan berbahaya pada pangan tidak dilaksanakan dengan baik, maka | 1. Laporan Hasil Pengawasan
akan menyebabkan tidak terdatanya bahan berbahaya pada pangan 2. SPT dan SPPD




SOP PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA PADA PANGAN

Pelaksana Mutu Baku
No. Keterangan
Kegiatan Kabid Kasi Staf Sekretaris |  Kadis pagian | Kelengkapan |  Waktu Output ’

Menugaskan Kasi untuk melaksanankan pengawasan ; Meni Ksi

1 bahan berbahaya pada pangan Instruksi 5 Menit Instruksi
—

Menugaskan staf untuk menghubungi BPOM Medan _ o
2 |terkait kegiatan pengawasan bahan berbahaya pada Instruksi 5 hari Mwﬁﬁmh_mmwﬂmms

pangan —>

\ -Nama-nama
. ; : Kordinasi tenaga ahli
3 R.h:mﬂc%:%o__a _m_uo,ﬁ\_ Medan dan diteruskan ke Kasi TIDAK \ dengan BPOM 15menit |- Dasar
HESndas: Innh Medan Pelasanaan
Kegiatan
YA -Nama-nama

Menerima informasi dari BPOM Medan dan membuat tenaga ahli Konsep SK
4 [konsep SK Bupati serta menugaskan staf untuk - Dasar 2 hari Kegiatan

mengetik draft SK Bupati kegiatan Pelasanaan €8

Kegiatan

Mengetik draft SK Bupati danditeruskan ke Kasi untuk di —lH_ Konsep SK .

5 verifikasi _J Kegiatan 15 menit  |Draft SK Kegiatan
N
o o . . TIDAK r\f

6 Memverifikasi draft SK Bupati, jika srtuju akan diparaf Draft SK 20 menit | Draft SK Kegiatan

dan diteruskan ke Kabid, jika tidak akan dikembalikan \< TIDAK Kegiatan €9

TA

Memverifikasi draft SK Bupati, jika srtuju akan diparaf [ i Draft SK

7 dan diteruskan ke Sekjen, jika tidak akan dikembalikan Kegiatan 20 menit  |Draft SK Kegiatan
]
v
v —/\




SOP PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA PADA PANGAN

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
°9 Kabid Kasi Staf Sekretaris Kadis w_“m““ Kelengkapan |  Waktu Output erang
TIDAK
YA
Memverifikasi draft SK Bupati, jika srtuju akan diparaf Draft SK ; ’
8
dan diteruskan ke Kadis, jika tidak akan dikembalikan Kegiatan 20menk.  |Draft SKKegleten
YA
| ——
Memverifikasi draft SK Bupati, jika srtuju akan diparaf TIDAK
dan diteruskan ke Kadis, jika tidak akan dikembalikan Draft SK . ;
. dan menugaskan Kabid untuk meneruskan ke Bagian Kegiatan 20mant  |PratSisKegien
Hukum
R |
10 _soz.cnmmxm: Kasi untuk meneruskan Draft SK Bupat ke Oan SK 10 menit  |Draft SK Kegiatan
Bagian Hukum Kegiatan
Mmeneruskan draft SK Bupati ke Bagian Hukum untuk — Draft SK
11 |ditandatangani oleh bupati dan di kembalikan ke Dinas Keat Kondisoinal  |Draft SK Kegiatan
i egiatan
Perdagangan Koperasi UKM
Menerima SK Bupati dan melakukan rapat kegiatan
serta mengundang SKPD terkait dan menugaskan Kasi r|._ Draft SK : .
2 untuk mempersiapkan bahan-bahan untuk pengujian ke Kegiatan 10menit: |SKKeglatan
lapangan
]
13 Menugaskan Staf untuk memperisapkan bahan-bahan SK Kegiatan 10 menit  [SK Kegiatan

untuk pengujian ke lapangan




SOP PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA PADA PANGAN

Pelaksana Mutu Baku
* i Keterangan
No Bglatan Kabid Kasi Staf Sekretaris Kadis ”“mzn.” Kelengkapan Waktu Output
Mempersiapkan bahan-bahan untuk pengujian k il
mpersiapkan bahan-| untuk pengujian ke iata 1 hari SPPD
" lapangan dan diteruskan ke Kasi untuk di periksa SK Kegiatan Alat-alat tes kit
) . SPT
Memeriksa bahan-bahan untuk pengujian ke lapangan SPT SPPD
15 dan Bm_mhﬂ_xms u_o:_ahmcm:zxm: _muﬁmm: nh_m”x: 4 ﬂu SPPD 3 hari Alat-alat tes kit
Honnma ST peluIieaD an anaya paca Alat-alat tes kit Laporan dari
Alanan Masyarakat
. . SPT Laporan hasil
16 Membuat laporan :mm.__ pengujian cmzm: baerbahaya SPPD 2 hari penguijian bahan
pada makanan dan diteruskan ke Kabid Alat-alat tes kit berbahaya pada
makanan
Memeriksa laporan hasil pengujian bahan berbahaya J rm”o”_mm”ww_rm: Laporan hasil
17 |paa makanan jika sesuai akan di tandatnagan dan _ _ mm&omhm o oo 20 menit  |pengujian bahan
diteruskan ke Kadis yop berbahaya pada
makanan
makanan
Menerima dan menandatangani laporan hasil pengujian — _-m”oﬂm..: :ﬂw_“; 2
18 |bahan berbahaya pada makanan dan menugaskan mm %cq_,_m: . M: 10 menit _.mvoqm..: hasil
Kabid untuk mengirimkannya ke BPOM Medan STooTays pacs pengujian bahan
makanan berbahaya pada
makanan
Menugaskan Staf untuk mengirimkan laporan hasil — Laporanhasi Laporan hasil
19 |pengujian bahan berbahaya pada makanan ke BPOM pengujian bahan | 5\ [Pengujian bahan
Medan berbahaya pada berbahaya pada
makanan makanan
A v Laporan hasil )
20 Mengirimkan laporan hasil pengujian bahan berbahaya pengujian bahan 50 i rmvoB;: hasil
pada makanan dan mengarsipkannya berbahaya pada menit  |pengujian bahan
makanan berbahaya pada

makanan




DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR

NOMOR SOP - SOP/XVII.B.b.07/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI ;-
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH Kepala Bidang Perdagangan dan

Imam Syahputra, SH, M.AP

Pembina (IV/a)
NIP: 19850805 201101 1 008
: PELAKSANAAN OPERASI PASAR PADA HARI

JUDUL sop BESAR KEAGAMAAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP-AP 2. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang 3. Memiliki sikap teliti, bertanggung jawab dan jujur
Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No.23 Tahun 2011 tentang
pengelolaan retribusi pasar
5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 2 tahun 2015 tentang
perubahan atas Perda no 23 tahun 2011 tentang kekayaan daerah
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Komputer
2. ATK
3. Printer
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila pelaksanaan operasi pasar tidak dilaksanakan dengan baik, maka
operasi pasar pada hari besar keagamaan akan terhambat

1. Berita Acara Penyerahan Barang
2. Dokumentasi




SOP PELAKSANAAN OPERASI PASAR PADA HARI BESAR KEAGAMAAN

untuk pembuatan laporan kegiatan

Terima Barang

PELAKSANA Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
9 Kepala Dinas MM”“ Kepala Seksi | Tim Pelaksana Staff Kelengkapan Waktu Output 9
1 Menugaskan Kabid untuk melasanakan Surat Undangan, 10 menit Surat Undangan,
operasi pasar pada hari besar keagamaan lembar disposisi lembar disposisi
Menelaah surat undangan dan menugaskan T —
2 |kasi untuk mengikuti operasi pasardan | S_mu m m”wmmm. 15 menit  |Surat Undangan
mempersiapkan Surat Perintah Tugas ssarasp
Membuat Surat Perintah Tugas dan ’ ; Surat Perintah
3 menyampaikan kepada kabid untuk diparaf Surat Perintah Tugas| 30 menit Tugas
Memeriksa Surat Perintah Tugas. Jika setuju, \/
4 |maka akan diparaf dan diserahkan kepada TIDAK - TIDAK Surat Perintah Tugas| 10 menit |Surat Perintah
kadis. Jika tidak, maka akan dikembalika 9 Tugas
untuk diperbaiki YA
Memeriksa Surat Perintah Tugas. Jika setuju,
maka akan ditandatangani dan diserahkan . . Surat Perintah
& kepada kabid. Jika tidak, maka akan Surat Perintah Tugas| 10 menit Tugas
dikembalika untuk diperbaiki
| S———
Menyerahkan kepada tim pelaksana operasi YA ¥
pasardan mempersiapkan kelengkapan ; ; Surat Perintah
o operasi pasarsesuai surat undangan bersama Surat:Penntah Tuges 2o Tugas
staff
Foto . .
Melaksanakan operasi pasar pada hari besar Surat Perintah dokumentasi KM”MM:a“mhﬂm_xm:
7 |keagamaan dan membuat berita acara serha Tugas, Surat 5 hari Berita Acara undangan van
terima barang Undangan Serah Terima %ozamm yang
Barang
Mengarsipkan hasil dokumentasi operasi Foto dokumentasi
8 |pasar dan berita acara serah terima barang Berita Acara Serah 10 menit  |Arsip




DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR

NOMOR SOP : SOP/XVII.B.b.08/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI D=
TGL. EFEKTIF :
Kepala Bidang Perdagangan dan
DISAHKAN OLEH
Pembina (I\V/a)
NIP: 19850805 201101 1 008
JUDUL SOP : PELAYANAN TERA/TERA ULANG/KALIBRASI UPTD

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

UU no 2 tentang metrologi legal

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. PP no 2 tahun 1985 tentang wajib pemebasan untuk ditera dan / atau ditera 2. Memahami persyaratan Tera
ualang serta syarat2 bagi alat2 ukur takar timbang dan perklengkapannya 3. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
3. PP no 10 tahun 1987 tentang satuan turunan satuan tambahan dan satuan 4. Memiliki sikap teliti, bertanggung jawab dan jujur
lain yang berlaku
4. Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP-AP
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Komputer
2. ATK
3. Printer
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila pelayanan Tera/Tera ulang/Kalibrasi tidak dilaksanakan dengan baik, maka
pelaksanaan Tera akan terhambat

1. Laporan Hasil Peneraan
2. Bukti Pembayaran
3. Sertifikat Peneraan




SOP PELAYANAN TERA/TERA ULANG/KALIBRASI UPTD

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Penera/Kel. Sararan
" Pemliik UTTP |  Ka. UPTD Ka. TU Penjabat Kelengkapan Waktu Output Keterung
Fungsional
1 |Mengirimkan surat permohonan Tera ke UPTD A V Surat Permohonan 30 menit  |Berkas Permohonan
: : - Berkas Permohonan
Menerima surat permohonan dari Pemilik UTTP dan : : : !
2
menugaskan Ka. TU untuk membuat rincian biaya Berkas Permohonan L M”Muw“ﬂ PefIonmann
Membuat rincian biaya dan mengirimkannya ke Berkas Permohonan, checklist ; —— .
3 pemohon Senedrasn berkes 2 hari Draf Rincian Biaya
. L . Surat Balasan
4 M..moﬁuﬂw _._mzn_m: biaya dan membuat surat persetujuan Draf Rincian Biaya 2 hari Persetujuan
y Draft Rincian Biaya
Menerima surat balasan dan meneruskan ke Ka. UPTD Surat Balasan Persetujuan % Strat mm_mmmz
3 untuk menandatangani rincian biaya Draft Rincian Biaya 1Smenk. Pamsstuinan
Draft Rincian Biaya
; WY : Surat Balasan
6 Memeriksa dan menandatangani rincian biaya dan Surat Balasan Persetujuan 15menit |Persetujuan

menugaskan Ka. TU untuk melaksanakan Tera

Draft Rincian Biaya

Rincian Biaya




Surat Balasan

7 Menugaskan Kel. Pejabat Fungsional untuk Surat Balasan Persetujuan iSmenit Persetujuan
melaksanakan Tera Rincian Biaya Rincian Biaya
SPT
j Hasil Pe
8 Melaksanakan Tera dan membuat laporan hasil tera mc_,m., mm%_mm: Rerseiujusn 3 hari _w“mﬂmmhomwmm  Feneraan
rta tandatangan BA selesai pelaksanaan Tera Rincan Biaye :
> SPT Peneyelesaian Tugas
. . " Laporan Hasil Peneraan Laporan Hasil Peneraan
9 KWﬂM:Bm laporan hasil Tera dan diteruskan ke Ka, Berita Acara Peneyelesaian 15 menit  |Berita Acara
Tugas Peneyelesaian Tugas
; y Laporan Hasil Peneraan Laporan Hasil Peneraan
10 %:o”””ﬁ,.mm _.mwoqm: z”m__ ?..mxamm ﬂ;m::cm%mxm: Ka.TU Berita Acara Peneyelesaian 15 menit  |Berita Acara
TN POV ke OIS Tugas Peneyelesaian Tugas
Mengirimkan bukti pembayaran ke Pemohon dan Laporan Hasil Peneraan
11 |memberikan setoran biaya retribusi yang dikenakan ke Berita Acara Peneyelesaian 15 menit  |Bukti Pembayaran
pemohon ke Negara Tugas
Menerima pembayaran dari Pemohon dan membuatkan . : ;
L sertifikat peneraan ditandatangani oleh Ka. UPTD BUKIParmbayarn 2w SerRALFeneman
13 Menandatangani sertifikat peneraan dan menugaskan Sertifikat Peneraan 15 menit  [Sertifikat Peneraan
Ka. TU untuk menyerahkannya ke Pemohon
14 z_m:<mﬁ.:xm: sertifikat peneraan ke Pemohon:can Sertifikat Peneraan 15 menit  |Sertifikat Peneraan
mengarsip laporan dan bukti pembayaran
15 |Menerima sertifikat peneraan Sertifikat Peneraan 15 menit  |Sertifikat Peneraan




NOMOR SOP : SOP/XVII.B.b.06/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI L.
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH 1 Kepala Bidang Perdggangan dan
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM :
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR Imam Syahputra, SH, M.AP
Pembina (IV/a)

NIP: 19850805 201101 1 008

JUDUL SOP : MONITORING DAN EVALUAS|I HARGA KEBUTUHAN POKOK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS| PELAKSANA!

1.
2.
3.

UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP-AP

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang
Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No.23 Tahun 2011 tentang
pengelolaan retribusi pasar

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 2 tahun 2015 tentang
perubahan atas Perda no 23 tahun 2011 tentang kekayaan daerah

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
3. Memiliki sikap teliti, bertanggung jawab dan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

KETERKAITAN:

1. Komputer
2. ATK
3. Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

PERINGATAN:
Apabila monev harag kebutuhan pokok tidak dilaksanakan dengan baik, maka

akan menyebabkan tidak terdatanya harga kebutuhan pokok

1. Hasil Monev




SOP MONITORING DAN EVALUASI HARGA KEBUTUHAN POKOK

PELAKSANA Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
9 Kepala Bidang Staff Kepala Seksi | Kepala Bidang Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
: 2o o . |SPT, jadwal
1 |Menugaskan staff untuk melakukan monitoring SPT, jadwal monitoring 1o menit Bos.»_o::o
Melakukan monitoring harga ke pasar untuk menanyakan ; —
2 |harga sembako dan menyampaikan kepada kasi untuk SET, hmaim_ Bo:_azso. 2 hari Hasil Monitoring
- N form monitoring
diverifikasi
Memeriksa hasil monitoring. Jika ya, maka akan TIDAK \ / TIDAK
3 |diserahkan kepada kabid untuk diperiksa. Jika tidak, Hasil Monitoring 1 jam Hasil Monitoring
maka akan dikembalikan untuk diperbaiki K YA
|
Memeriksa hasil monitoring. Jika ya, maka akan
4 |diserahkan kepada kadis untuk ditinjau. Jika tidak, maka Hasil Monitoring 30 menit  [Hasil Monitoring
akan dikembalikan untuk diperbaiki YA
v
5 ”\_wﬂm,mgm_:mm_ hasil monitoring dan menyerahkan kepada Hasil Monitoring 10 menit |Hasil Monitoring
Menginput data hasil monitoring dan memberikan ke
6 |[Disperindag Provinsi atas nama Kementrian Hasil Monitoring 1 jam Hasil Monitoring
Perdagangan




DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

BIDANG KOPERASI DAN UKM

NOMOR SOP : SOP/XVII.C.b.05/DISDAGKOPKABLABURA/2018
TGL. PEMBUATAN : 2 Mei 2018
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF :2Juni 2018
DISAHKAN OLEH Kepala Bidang Koperasi dan UKM
| SE
PembinaTk. | (IV/b)

NIP. 19640115 199303 1 004

NAMA SOP : PEMANTAUAN PINJAMAN DANA BERGULIR
TERHADAP PELAKU KOPERASI DAN UKM

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

2 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

3 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi
oleh Pemerintah

4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Simpan Pinjam oleh Koperasi

5 Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SOP - AP

6 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1. Memahami tentang aturan koperasi simpan pinjam

2. Memahami prosedur simpan pinjam

3. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
4. Memiliki sikap jujur dan teliti

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer
2. Printer

3. ATK
4. Mesin Fotocopy

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Peantauan Simpan Pinjam tidak dijalankan dengan baik maka
pelaksanaan simpan pinjam permodalan dan jasa keuangan tidak berjalan

dengan baik

1. SPK
2. Jadwal Pengawasan Penyaluran Kredit

3. Laporan Pengawasan Penyaluran Kredit




SOP PEMANTAUAN PINJAMAN DANA BERGULIR TERHADAP PELAKU KOPERASI DAN UKM

dan diteruskan ke Kabid

pinam dana bergulir

Pelaksana Mutu Baku
No Keglatan Keterangan
9 Kepala Bidang | Kepala Seksi vwoo: :h_-hn”_ Staff Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Menugaskan Kepala Seksi untuk mempersiapkan jadwal pemantauan 0 Ksi
1 pinjaman dana bergulir Instruksi 1Jam nstruksi
Setiap bulan Bendahara
Mempersiapkan jadwal pemantauan pinjaman dana bergulir serta meminta & vosow_a“ an memberiken data
2 |data pembayaran angsuran pinjaman dana bergulir koperasi dan UKM ke jadwal 1 Hari jadwal |pembayaran angsuran pinjam
Bendahara Penerimaan dana bergulir
Memberikan data pembayaran angsuran pinjaman dana bergulir Koperasi _.L 4 jadwal
3 |& UKM ke Kasi Pembiayaan Simpan Pinjam dan Pemberdayaan Koperasi jadwal 10 menit Data pembayaran
& UKM angsuran
Menerima data pembayaran angsuran pinjaman dana bergulir Koperasi & —L jadwal jadwal
4 |UKM dan meneruskan jadwal pemantauan pinjaman dana bergulir ke FJ Data pembayaran 30 menit Data pembayaran
Kabid untuk diperiksa angsuran angsuran
: 4 g . ; : DAK
5 Memeriksa dan menyetujui jadwal dan disampaikan kepada kepala dinas / jadwal 1 Jam i |
untuk mendapatkan arahan dan masukan
| I
> vz ; YA
6 _soa_umﬂ_muxm: konsep .mv._. uo:._m:ﬁ.cm: pinjaman nm:m bergulir jadwal 1 Jam draf SPK
Koperasi & UKM untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas L
A
7 .soa.<m:.¥mw_ xn_._aou mw._. tersebut, jika sesuai akan diteruskan ke Kadis, draf SPK draf SPK
jika tidak akan dikembalikan
Menandatangani konsep SPT dan menugaskan kasi untuk melakukan
8 |pemantauan simpan pinjam dana bergulir Koperasi dan UKM sesuai draf SPK SPK
dengan SPT
- - ; KM SPK
0 z_w_mx.mumnx“” Mﬂﬁmamcms pinjaman dana bergulir Koperasi dan U SPK 7 Hari Jadwal pemantauan
sosual g pinam dana bergulir
! lahan/kendala di apss
10 Membuat laporan (laporan progress, permasalahan/kendala dan saran) Jadwal pemantauan 7 Hari Laporan




SOP PEMANTAUAN PINJAMAN DANA BERGULIR TERHADAP PELAKU KOPERASI DAN UKM

Pelaksana Mutu Baku
No Keglatan Keterangan
- Kepala Bidang | Kepala Seksi [  Bendahara Staff | KepalaDinas |  Kelengkapan Waktu Output
Penerimaan
Laporan Progress
Permasalahan /
Memeriksa Laporan hasil pemantauan pinjaman dana bergulir Koperasi ; kendala
" dan UKM dan meneruskannya ke Kadis Laporan 1 Hari Saran
Dokumentasi
Data
Membaca laporan hasil pemantauan pinjaman dana bergulir Koperasi DAK
&UKM dan dikembalikan ke Kabid untuk di teruskan ke Bendahara —lbu
1 Jam ran
12 sebagai kelengkapan pencairan dana pemantauan dana bergulir koperasi Laporn Lago
dan UKM dan diarsipkan
YA
Menugaskan Kasi untuk memberikan laporan hasil pemantauan pinjaman 1 Jam
L dana bergulir koperasi & UKM ke bendahara dan diarsipkan Lagoren 4 Laporar
Menugaskan Staf untuk memberikan laporan hasil pemantauan pinjaman
14 |dana begulir koperasi&UKM ke bendahara dan mengarsipkan laporan Laporan 1Jam Laporan
hasil pemantauan tersebut YA
15 Memberikan laporan hasil pemantauan pinjaman ke bendahara dana G Laporan 15 Menit Engoran

bergulir dan mengarsipkannya




DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

BIDANG KOPERASI DAN UKM

NOMOR SOP : SOP/XVII.C.b.03/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF ]
DISAHKAN OLEH
Pembina k. | (IV/b)

NIP. 19640115 199303 1 004

NAMA SOP : PEMBUATAN LAPORAN SIMPAN PINJAM

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi
oleh Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Simpan Pinjam oleh Koperasi
Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SOP - AP

. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1. Memahami tentang aturan koperasi simpan pinjam

2. Memahami prosedur simpan pinjam

3. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
4. Memiliki sikap jujur dan teliti

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penilaian Koperasi Simpan Pinjam 1. Komputer
2. SOP Penerbitan Penghargaan Koperasi 2. Printer

3. ATK

4. Mesin Fotocopy

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Pembuatan Laporan Simpan Pinjam tidak dijalankan dengan baik maka
pelaksanaan pengembangan koperasi tidak berjalan dengan baik

1. Laporan Simpan Pinjam




SOP PEMBUATAN LAPORAN SIMPAN PINJAM KOPERASI

PELAKSANA Mutu Baku
No Kegiatan . . Keterangan
Kepala Bidang| Kepala Seksi Kepala Dinas| Staf Seksi Kelengkapan Waktu Output
Menginstruksikan Kasi membuat laporan . ’ ;
L simpan pinjam koperasi Instruksi 5 Menit Instruksi
_,\._m.aucﬁ dan menyusun Laporan simpan D.Bn _.m_u.o.‘.m: . Laporan simpan
2 |pinjam koperasi tahun anggaran yang 4 simpan pinjam 2 Hari inlam koperasi
telah berjalan dan diteruskan ke Kabid koperasi pinjam kop
Memeriksa laporan dan mengevaluasi
hasil laporan simpan pinjam koperasi. Jik ) 4
4 V& maka laporan akan diteruskan ke / TIDAK Laporan simpan 1 Hari Laporan simpan
Kepala Dinas. Jika tidak, maka laporan pinjam koperasi pinjam koperasi
akan dikembalikan ke Kasi untuk
perbaikan.
YA
5 Menerima laporan simpan pinjam 4 Laporan simpan 1 Hari Laporan simpan
koperasi pinjam koperasi pinjam koperasi
6 Mengarsipkan Laporan simpan pinjam Laporan simpan 5 Menit Laporan simpan

koperasi

pinjam koperasi

pinjam koperasi




DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

BIDANG KOPERASI DAN UKM

NOMOR SOP : SOP/XVII.C.b.06/DISDAGKOPKABLABURA/2018
TGL. PEMBUATAN : 2 Mei 2018
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF : 2 Juni 2018
DISAHKAN OLEH Kepala Bidang Koperagi dag/UKM
Karyanto, SE
Pembina Tk. | (IV/b)
NIP. 19640115 199303 1 004

NAMA SOP : PENILAIAN KOPERASI

DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS| PELAKSANA:

1 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

2 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

3 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi

oleh Pemerintah
4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Simpan Pinjam oleh Koperasi
5 Permenkop & UMKM No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian

Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
6. Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah
7 Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

1. Memahami tentang aturan koperasi simpan pinjam
2. Memahami prosedur simpan pinjam
3. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office

4. Memiliki sikap jujur dan teliti

SOP - AP
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pendataan Koperasi 1. Komputer
2. SOP Pengawasan Koperasi 2. Printer
3. ATK

4. Mesin Fotocopy

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Penilaian Koperasi Simpan Pinjam tidak dijalankan dengan baik maka
pelaksanaan pengembangan koperasi tidak berjalan dengan lancar

1. SK Tim Penilai

2. Bahan Penilaian
3. Form Penilaian

4. Laporan Penilaian




SOP PENILAIAN KOPERASI

Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan
pertumbuhan, Jatidiri koperasi.

Bahan Penilaian

Form Penilaian

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
" Kepala Bidang | Kepala Seksi Kadis Staf Kelengkapan Waktu Output 9
Menginstruksikan kasi untuk melakukan proses " "
1 penilaian koperasi simpan pinjam Instruksi 1 Menit Instruksi
v
2 melakukan persiapan penilaian koperasi simpan pinjam, Instruksi 1 minggu Bahan penilaian
N
Memverifikasi persiapan penilaian koperasi, jika setuju ) 4
3 |akan diparaf dan teruskan ke Kadis, jika tidak setuju N\, _TiA Bahan penilaian 30 Menit Bahan Penilaian
akan dikembalikan untuk di perbaiki
YA
Menandatangani persiapan penilaian koperasi dan
4 menugaskan kabid untuk melaksanakan penilaian Bahan Penilaian 1 Hari Bahan Penilaian
koperasi
5 _so:commxm: Kasi untuk melaksanakan penilaian Bahan Penilaian 5 menit Bahan Penilaian
koperasi
y
Melakukan penilaian koperasi simpan pinjam _
6 berdasarkan Permodalan, Kualitas aktiva produktif, SK Tim Penilai 1 Minggu Bahan Penilaian




SOP PENILAIAN KOPERASI

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Kepala Bidang |Kepala Seksi|  Kadis Staf Kelengkapan Waktu Output g
N

Membuat pelaporan penilaian koperasi simpan pinjam ) o
7 . -

dan diteruskan ke Kabid untuk di periksa Form Penilaian 1 Hani Laporan Penilaian

TIDAK
) 4

Menerima dan memeriksa hasil penilaian koperasi N

simpan pinjam, jika setuju akan diparaf dan diteruskan s i _—
8 |ke Kadis, jika tidak setuju akan dikembalikan untuk Lagoran Periiaian {1 Har Lapcesn Pesileise

diperbaiki A

TIDAK
) 4

Memeriksa hasil penilaian koperasi simpan pinjam. Jika Av

ya, maka akan ditandatangani dan menugaskan Kabid . =
9 |untuk mencetak sertfikat, Jika tidak maka akan ESpomEsAkaED  2ilem AEaR Srvinah

diberikan ke Kasi untuk dilakukan perbaikan. -
10 z_o:com.»..xm: Kasi ::E.x Bmaoﬂnx sectiffat dan Laporan Penilaian 1 Hari Laporan Penilaian

mengarsip laporan hasil penilaian

. , . —/ Hasil Penilaian

11 Mencetak sertifikat xo.uo_.mm_ berprestasi nm: - Hasil Penilaian 10 menit Sertifikat Koperasi ) : : :

menugaskan staf mengarsip laporan hasil penilaian Berprestasi Sertifikat akan di tandatangani oleh Kadis

dan diserahkan ke koperasi berprestasi

12 |Mengarsip laporan hasil penilaian Hasil Penilaian 10 menit Hasil Penilaian




DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

BIDANG KOPERASI DAN UKM

NOMOR SOP : SOP/XVII.C.a.05/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF :
Kepala Bidang Kgperasi dan UKM
DISAHKAN OLEH RYANTO. SE
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19640115 199303 1 004
NAMA SOP : PENGAWASAN KOPERASI

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

3 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi

oleh Pemerintah
4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Simpan Pinjam oleh Koperasi

S Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

6 Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SOP - AP

1. Memahami peraturan tentang perkoperasian
2. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
3. Mampu melakukan kegiatan perkoperasian

4. Memiliki sikap jujur dan teliti

4. SOP Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Koperasi

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pendataan Koperasi 1. Komputer

2. SOP Pembubaran Koperasi 2. Printer

3. SOP Monitoring dan Evaluasi Perkoperasian 3. ATK

4. Mesin Fotocopy

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Pengawasan Koperasi tidak dijalankan dengan baik maka pelaksanaan
perkoperasian tidak akan berjalan dengan baik.

1. Lembar Disposisi

2. SPK

3. Jadwal Pengawasan Koperasi
4. Laporan Pengawasan Koperasi




SOP PENGAWASAN KOPERASI

Pelaksana Mutu Baku
i Keterangan
e Keglatan i Kepala Staff Kepala | \olengkapan | Waktu Output 9
Bidang Seksi Dinas
Menugaskan Kepala Seksi untuk
1 |mempersiapkan schedule pengawasan Instruksi 1Jam [Instruksi
koperasi
2 Zmauo..mmmvxm: schedule pengawasan ,_‘ Sehadnle o Hari  |Schedule
koperasi
Memeriksa dan menyetujui schedule dan TIDAK
3 |disampaikan kepada kepala dinas untuk Schedule 1 Hari |Schedule
mendapatkan arahan \
Mempersiapkan konsep SPK pengawasan
4 |koperasi untuk disahkan oleh Kepala YA Schedule 1Hari |SPK
Dinas
Melak k k i s
g |ehcaua Pengawasan kopemsi A 2 SPK 2 Minggu |Jadwal Pengawasan
sesuai dengan jadwal Koperasi
SPK Laporan Progress
Membuat laporan (laporan progress, Jadwdl Permasalahan/kendala
6 |permasalahan/kendala, saran, Pengawasan 7 Hari |Saran
dokumentasi dan data) ko : Dokumentasi
perasi Data
Laporan Progress Laporan Progress
; : Pammagalaianiie Permasalahan/kendala
7 Melakukan verifikasi dan pengesahan ndala Y Har  |Saran
Lafan =eran Dokumentasi
Dokumentasi Data
Data




DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

BIDANG KOPERASI DAN UKM

NOMOR SOP : SOP/XVII.C.a.07/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI |-
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH Kepala Bidang erasidan UKM
KARYANTO ,SE
Pembina Tk.| (IV/b)
NIP. 19640115 199303 1 004
NAMA SOP : PERINGATAN HARI KOPERASI

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi

oleh Pemerintah
. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Simpan Pinjam oleh Koperasi

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SOP - AP

6.

1. Memahami peraturan tentang perkoperasian
2. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
3. Mampu melakukan kegiatan perkoperasian

4. Memiliki sikap jujur dan teliti

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Sosialisasi Perkoperasian
2. SOP Monitoring dan Evaluasi Perkoperasian

1. Komputer
2. Printer

3. ATK
4. Mesin Fotocopy

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila peringatan hari koperasi tidak dijalankan dengan baik
maka pelaksanaan peringatan hari koperasi akan terhambat

1. Kelengkapan Kegiatan (Judul, Jadwal, Narasumber)
2. SK Tim Panitia Pelaksana
3. Laporan Pelaksanaan Peringatan Hari Koperasi




SOP PERINGATAN HARI KOPERASI

PELAKSANA Mutu Baku
Keterangan
No Keulstsn Kepala Bidang Kepala Seksi Staf Kepala Dinas | TIM Panitia Kelengkapan Waktu Output
1 Zm:m.zmgxw;mq sl c:Ex. Soaucm," ; Instruksi 2 Menit |Instruksi
perencanaan peringatan hari koperasi koperasi
1
7
Judul
Membuat perencanaan peringatan hari koperasi ; 2 Menit Narasumber
2 |\ operasi sesuai DPA Kabupaten/Kota TR Jadwal pelaksanaan
Tempat
> Judul Judul
Mengeprint bahan-bahan perencanaan peringatan Narasumber
3 |hari koperasi koperasi dan diteruskan ke Kasi Jadwal pay |\BCasumber
ari koperasi koperasi dan iteruskan ke Kasi adwa Jadwal pelaksanaan
untuk diparaf pelaksanaan
Tempat
Tempat
Judul
Memaraf perencanaan peringatan hari koperasi Narasumber Perencanaan
4 |koperasi dan diteruskan ke Kabid untuk Jadwal 3Jam |Peringatan Hari
diverifikasi y pelaksanaan Koperasi
Tempat
v
Memverifikasi perencanaan peringatan hari / TIDAK Perencanaan Perencanaan
5 |koperasi, jika setuju akan diparaf koordinasi dan Peringatan Hari 1Jam |Peringatan Hari
diteruskan ke Kadis, jika tidak akan dikembalikan Koperasi Koperasi
YA
Melakukan verifikasi dan penandatanganan Lz Perencanaan e rnCaNSAn
Perencanaan Peringatan Hari Koperasi, pelatihan, ) . . :
e dan penyuluhan koperasi Kabupaten/Kota dan MM_._”WMM.N L L ”mzammﬁ: Han
menyerahkan kepada Kepala Bidang P operas!
. . _ 4 YA
Menerima Perencanaan Peringatan Hari Koperasi Perencanaan Perencanaan
7 |dan menginstruksikan Kepala Seksi untuk Peringatan Hari 30 Menit |Peringatan Hari
pembentukan panitia Koperasi Koperasi




SOP PERINGATAN HARI KOPERASI

PELAKSANA Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
oo Kepala Bidang Kepala Seksi Staf Kepala Dinas | TIM Panitia Kelengkapan Waktu Output 9
. o)
8 Membentuk panitia pelaksanaan peringatan hari Konsep SK TIM 1 Hari Konsep SK TIM
koperasi dan membuat draft SK TIM Panitia Panitia Panitia
Mengeprint Draft SK TIM dan diteruskan ke Kasi Konsep SK TIM ., |Konsep SK TIM
. i o 10 menit "
untuk diparaf Panitia Panitia
Melakukan paraf koordinasi pada draft SK TIM YA
10 |Panitia dan diteruskan ke Kabid untuk WM”w_Mv L 20 menit anwwmv 8K
ditandatangani 7
Memverifikasi draft SK Tim, jika setuju akan / Konsep SK TIM s
1 : )
1 |aitandatangani dan jika tida akan dikembalikan g Panitia Tdom, SKTIMEms
TIDAK
Mempersiapkan pelaksanaan peringatan hari Dafta Hisdii Pada saat melaksanakan
koperasi sesuai dengan SK TIM Panitia dan Undangan lebaran _m_.Amm:m acara peringatan hari
12 |Melaksanakan kegiatan pelatihan pembinaan 2 Minggu u%: mnwm hari koperasi akan diberikan
Kel/Desaa serta Membuat laporan pelaksanaan Sarana Prasarana mM wmm. sertifikat bagi koperasi
kegiatan pelatihan K P yang berprestasi
\ TIDAK
Memeriksa laporan pelaksanaan peringatan hari /
koperasi, jika srtuju akan di tandatangani dan _mﬂx.v_.m: vm_mxm.m:m . _muoB: um_mxmmam
13 il 4 : : : peringatan hari 3 Hari |peringatan hari
diteruskan ke Kasi untuk di sampaikan ke Kadis KaBaFiE kooarssl
dan Bendahara sebagai pertanggungjawaban o o
YA
Menyampaikan laporan Kadis dan Bendahara
sebagai pertanggungjawaban serta menugaskan _m“x,:m: vm_mxw.m:m ; _muoqm: vm_mxm.msm
14 g : : peringatan hari 1 Hari [peringatan hari
Staf untuk mengarsipkan laporan peringatan hari koperas] koceras)
koperasi pe pe
laporan pelaksana
15 |Mengarsipkan laporan peringatan hari koperasi peringatan hari 15 Menit |Arsip

koperasi




DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

BIDANG KOPERASI DAN UKM

NOMOR SOP : SOP/XVII.C.a.09/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH Kepala Bidang Kgperasydan UKM
RYANTDO, SE
Pembina Tk. | (IV/b)
NIP. 19640115 199303 1 004
NAMA SOP : PEMBUATAN LAPORAN DATA KOPERASI

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

2 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

3 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi
oleh Pemerintah

4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Simpan Pinjam oleh Koperasi

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

6. Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SOP - AP

1. Memahami peraturan tentang perkoperasian

2. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
3. Mampu melakukan kegiatan perkoperasian

4. Memiliki sikap jujur dan teliti

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pendataan Koperasi 1. Komputer

2. SOP Pembubaran Koperasi 2. Printer

3. SOP Pengawasan Koperasi 3. ATK

4. Mesin Fotocopy

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Pembuatan Laporan Koperasi tidak dijalankan dengan baik maka pelaksanaan
laporan data koperasi tidak akurat.

1. Database Koperasi

2. Laporan Pengawasan Koperasi
3. Laporan Pembubaran Koperasi
4. Laporan Koperasi




SOP PEMBUATAN LAPORAN DATA KOPERASI

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kepala Kepala Kepala Keterangan
kapan Waktu Output
Bidang Seksi St Dinas Kejemgkag P
1 MSHLGABIGIN JCePaIdISoKS ::Ex. ﬁu v Instruksi 1Jam |Instruksi
membuatkan pelaporan koperasi
Menginstruksikan staff untuk
mengumpulkan Database Koperasi, : . ‘
& Laporan Pengawasan Koperasi dan Instruksi Zklag  fnstpukel
Laporan Pembubaran Koperasi.
Database Koperasi
Mengumpulkan Database Koperasi, Laporan Pengawasan
3 |Laporan Pengawasan Koperasi dan Instruksi 1 Hari |Koperasi
Laporan Pembubaran Koperasi. Laporan Pembubaran
Koperasi
Database Koperasi
Laporan
Menyusun laporan koperasi secara 22 Pengawasan
4 |menyeluruh dan memberikan hasil Koperasi 1 Hari |Draft Laporan Koperasi
pelaporan ke Kepala Bidang 4 Laporan
TIDAK _umaccc.m:m:
Koperasi
Memeriksa laporan koperasi. Jika ya, f
maka laporan akan diteruskan ke bagian
5 |pengarsipan. Jika tidak, maka akan mme_MMwoB: 7 Hari  |Laporan Koperasi
dikembalikan ke Kepala Seksi untuk P
perbaikan. YA
Melakukan penggandaan dan " .
11 pengarsipan Laporan Koperasi 1Jam |Arsip




SOP SELEKSI PENYEDIA BARANG/JASA

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan : ; Keterangan
No eg PPK Pejabat _uo:<2.u_m\m Kelengkapan Waktu Output
Pengadaan upplier
Menyerahkan memo dinas/rencana pelaksanaan . . 3
ri Memo dinas
1 pemilihan/seleksi supplier kepada pejabat pengadaan Memo dinas L
Menyusun dokumen pengadaan berdasarkan rencana
pelaksanaan pengadaan dan mengundang calon ; ; Dokumen
2 penyedia/supplier berdasarkan daftar kualifikasi calon Memo dinas 1 Han pengadaan
penyedia/supplier disertai dengan dokumen pengadaan
Mengambil dokumen kualifikasi dan menyampaikan surat Dokumen
penawaran harga, administrasi dan teknis dilengkapi dengan Pengadaan,
3 |dokumen kualifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan di Rencana 2 Hari Surat Penawaran
dalam undangan pengadaan/pemilihan calon Pelaksanaan
penyedia/supplier Pengadaan
Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga serta
evaluasi kualifikasi atas penawaran yang disampaikan oleh
calon penyedia/supplier dilanjutkan dengan klarifikasi teknis BA Hasil
dan negosiasi harga. Jika adanya kesepakatan harga dan Pengadaan, ; BA Hasil Pengadaan
4 i ; 5 : 2 Hari !
teknis ditetapkan sebagai calon penyedia/supplier, membuat Penetapan Penetapan Pemenang
berita acara hasil pengadaan dan diserahkan kepada PPK. Pemenang
Jika tidak adanya kesepakatan diundang calon
penyedia/supplier baru
BA Hasil BA Hasil Pengadaan,
Menerima berita acara hasil pengadaan dan Pengadaan 5 Poristanen Pemsnang.
5 |4 ; _ 1Hari  |Daftar
didokumentasikan Penetapan i )
Pemenang Supplier/Penyedia (FM-

KU-06)




NOMOR SOP SOP/XVII.A.a.01/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI i =
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH SEKRETARIS
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
SEKRETARIAT H. SOFYAN HASIBUAN. SE, MAP
Pembina Tk. | (IV/b)
NIP; 19690408 199803 1 009
NAMA SOP : PENGELOLAAN SURAT MASUK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Tata Kearsipan di Daerah

2. Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP AP

3. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara No. 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

S Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1. Memahami peraturan yang berlaku

2. Memahami tentang pengelolaan administrasi umum
3. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
4. Memiliki sikap teliti, sopan dan ramah

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Surat Keluar 1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Mesin Fotocopy

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila surat masuk tidak didistribusikan dengan baik maka surat masuk
tidak sampai di tujuan dan tidak dapat diketahui tindak lanjutnya

1. Buku Agenda

2. Lembar Disposisi




SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

Arsip

Pelaksana Mutu Baku
i i ; : Keterangan
No. Kegiatan Pengadministrasi | Kasubbag Sekretaris Kadis Bidang Kelengkapan Waktu Output
Umum Umum terkait
Menerima surat masuk kemudian . -
Lembar Disposisi
mencatat surat masuk kedalam buku Stempel tanda mm_‘mn mecno
1. |agenda dan menempelkan lembar terima 15 Menit yang telah
disposisi, selanjutnya menyampaikan Buku Agenda ?
diagendakan
surat masuk ke Kasubbag Umum
Memeriksa surat masuk sebelum Lembar
2 disampaikan kepada Sekretaris Dissosish 15 Menit Saran pada
" |kemudian mendisposisikan surat P lembar disposisi
Stabilo
tersebut
z._mamzxwm _Suo%:mm: m.._ﬂm. masuk, Gonirol surat
dimana yang bersifat penting maka akan masuk van dapat
3. |diteruskan kepada Kepala Badan, Jika Surat Masuk 15 Menit yang langsun
e - o telah diarahkan gsung
bersifat biasa maka akan didisposisikan Kaban disposisi ke
langsung kepada bidang yang dituju kasubbag
umum
Menerima surat dan mendisposisikan Control surat
surat kepada bidang yang dituju dan .. |masuk yang
8. memberikan ke Kasubbag Umum St Masik 5Meat telah diarahkan
melalui Sekretaris Kaban
Menugaskan Pengadministrasi Umum x
= untuk mendistribusikan surat masuk Sure Masuk 15 Ment [Surat Masuk
Mendistribusikan surat ke Bidang terkait ; o s
6. dan mengarsipkan surat Surat Masuk 10 Menit |Ekspedisi
Tanda terima
. " _— mu Surat Masuk ;
7. M surat untuk ditindaklanjut
enerima indaklanjuti Ekspedisi 5§ Menit |[surat masuk




NOMOR SOP : SOP/XVII.C.a.04/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH Kepala Bidang Kopggasi Han UKM
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
BIDANG KOPERASI DAN UKM
Pembina Tk. | (IV/b)
NIP. 19640115 1993031 004
NAMA SOP : VERIFIKASI PENDATAAN KOPERASI

DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS| PELAKSANA:

1 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

2 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

3 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi

oleh Pemerintah
4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Simpan Pinjam oleh Koperasi
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

6 Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SOP - AP

1. Memahami peraturan tentang perkoperasian
2. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
3. Mampu melakukan kegiatan perkoperasian

4. Memiliki sikap jujur dan teliti

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pembubaran Koperasi 1. Komputer
2. SOP Pengawasan Koperasi 2. Printer

3. ATK

4. Mesin Fotocopy

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Verifikasi Pendataan Koperasi tidak dijalankan dengan baik maka pelaksanaan
perkoperasian tidak akan berjalan dengan baik

1. Lembar Disposisi
2. Surat Usulan Pengumpulan Database

3. Surat Pemberitahuan Pengumpulan koperasi
4. Laporan Data Koperasi




SOP VERIFIKAS| PENDATAAN KOPERASI

PELAKSANA Mutu Baku
No Kegiatan Kepala .| Kepala Keterangan
Bidang Kepala Seksi Dinas Staf Kelengkapan Waktu Output
1 |Menugaskan Kasi untuk verifikasi pendataan data koperasi Instruksi 5 Menit Instruksi
E——
v
Mempersiapkan bahan-bahan untuk verifikasi pendataan . . |-SPT
2 koperasi Instruksi 19:Menit -Form pendataan
3 Melaukan verifikasi pendataan koperasi dan membuat -SPT 2. Jeiffi Laporan hasil
laporan hasil verifikasi pendataan koperasi y -Form pendataan verifikasi pendataan
TIDAK
v
/ Jika ad apermintaan data
g ; < : 5 dari kementrian atau pun
_swim_._xwm _m,vo«m: <m:mx.mm_ i xnum,qmm_._._xm Laporan hasil verifikasi Laporan hasil dari Dinas Koperasi dan
4 |setuju akan diparaf dan diteruskan ke Kadis, jika tidak Ya 2 Jam X . ot
lcanihiendaliian pendataan verifikasi pendataan|UKM Provinsi Sumut data
harus di tandatanganioleh
Kadis
5 Menandatangani laporan verifikasi pendataan dan Laporan hasil verifikasi 2 Jam Laporan hasil
menugaskan Kabid untuk di arsipkan pendataan verifikasi pendataan
\
Menerima laporan verifikasi pendataan koperasi yang La : ; ; ;
: 5 ; . poran hasil verifikasi ; Laporan hasil
6 mram.: di tandatangani Kadis dan menugaskan Kasi untuk pendataan 30 Menit verifikasi pendataan
diarsipkan
H Menugaskan staf untuk mengarsipkan laporan verifikasi Laporan hasil verifikasi 3 Hari Laporan hasil
pendataan koperasi pendataan verifikasi pendataan
\
. . . . . Laporan hasil verifikasi . Laporan hasil
8 [Mengarsipkan laporan hasil verifikasi pendataan koperasi pendataan 2 Minggu verifikasi pendataan




NOMOR SOP : SOP/XVII.C.c.01/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI |-
TGL. EFEKTIF :
s DISAHKAN OLEH : Kepala Bidang Koperasi dan UKM
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
BIDANG KOPERASI DAN UKM
Pembina Tk. | (IV/b)
NIP. 19640115 199303 1 004
NAMA SOP : PENDATAAN UKM
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1 Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1. Memahami peraturan mengenai usaha mikro kecil dan menengah
2 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2. Mampu melakukan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah
2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 3. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
3 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan 4. Memiliki sikap jujur dan teliti
Usaha Mikro dan Kecil
¥ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah No.
23/PER/M.KUKM/XI/2005 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah No. 32/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang
Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM
5 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
6 Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SOP - AP
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Sosialisasi UKM 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Mesin Fotocopy
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila Pendataan UKM tidak dijalankan dengan baik maka kegiatan operasional 1. Lembar Disposisi
di Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah akan terkendala 2. Surat Pemberitahuan Pengumpulan Database
3. Laporan Data UKM




SOP PENDATAAN UKM

PELAKSANA Mutu Baku
. Keterangan
ne Eagisten x.oum_m Kepala Seksi Xo.vn_m Staf Kelengkapan Waktu Output .
Bidang Dinas
Menugaskan kasi untuk mengajukan usulan
1 [pelaksanaan database UKM ke seluruh Kel/Desa Instruksi 5 Menit Instruksi
Kepada Kadis
| I—
Membuat draft surat usulan pelaksanaan database G Surat Usulan Surat Usulan
2 |UKM ke seluruh kel/desa dan diteruskan ke kabid Pengumpulan 2 Jam Pengumpulan
untuk diverifikasi Y Database Database
\
Melakukan verifikasi dan paraf koordinasi dan TIDAK Surat Usulan Surat Usulan
3 |diteruskan ke Kadis jika tidak terkait usulan Pengumpulan 2 Jam Pengumpulan
pelaksanaan pengumpulan database Database Database
Ya
; ) 2 Surat Usulan Surat Usulan
4 _,U\_anﬂzamﬁ:mm:_ Surat Usulan Pengumpulan Pengumpulan 5 am Pengumpulan
abase F Database Database
: . ; Surat Usulan Surat Usulan
5 Menerima m..:ﬁ Usulan dan menginstruksikan Pengumpulan 30 Menit  |Pengumpulan
Kepala Seksi untuk membuat laporan database
Database Database
Membuat laporan database untuk mendata UKM ke w““_mnc”:”_ﬂm_“_.mmﬁz
6 seluruh Kel/desa dan mebuat laporan hasil Surat Pemberitahuan 3 Hari Um»mmum P UKM
pendataan UKM ke seluruh Kel/Desa untuk diperikas Pengumpulan UKM 90 VI
- Laporan Hasil
oleh kabid
Pengumpulan database
7 Memeriksa hasil laporan pendataan UKM jika setuju / Laporan Hasil 1Ja Laporan Hasil
akan menugaskan kasi untuk dikirimkan ke provinsi TIDAK Pengumpulan database m Pengumpulan database
| EF—
Menugaskan staff untuk mengirimkan laporan hasil Ya @ Ligranaal L Hasil
8 |pendataan UKM ke provinsi untuk ditindaklanjuti P mﬂ | _ et 1 Jam _umvo_.mz m_m_ —
melulolemsil gumpulan database engumpulan database
\
Mengirimkan hasil pendataan UKM ke provinsi untuk L Hasil L Hasil
9 |ditindalanjuti melalui email dan mengarsipkan hasil Aporan Hiast 1 Jam APOraf1.11a8)

laporan pendataan

Pengumpulan database

Pengumpulan database




SOP PENDATAAN UKM

laporan pendataan

Pengumpulan database

Pengumpulan database

PELAKSANA Mutu Baku
No Kegiatan Kepala .| Kepala Keterangan
Bidang Kepala Seksi Dinas Staf Kelengkapan Waktu Output
Menugaskan kasi untuk mengajukan usulan
1 |pelaksanaan database UKM ke seluruh Kel/Desa Instruksi 5 Menit Instruksi
Kepada Kadis
| BN
Membuat draft surat usulan pelaksanaan database G Surat Usulan Surat Usulan
2 |UKM ke seluruh kel/desa dan diteruskan ke kabid Pengumpulan 2 Jam Pengumpulan
untuk diverifikasi Database Database
N
\
Melakukan verifikasi dan paraf koordinasi dan TIDAK Surat Usulan Surat Usulan
3 |diteruskan ke Kadis jika tidak terkait usulan Pengumpulan 2 Jam Pengumpulan
pelaksanaan pengumpulan database Database Database
] Ya
Menandatangani Surat Usulan Pengumpulan _ Stat Usiian Sucat Usuisn
4 Pengumpulan 2 Jam Pengumpulan
Database
% Database Database
5 Menerima Surat Usulan dan menginstruksikan w%&:ﬁ:ﬂ: 30 Menit w:a: Cmc_w:
Kepala Seksi untuk membuat laporan database gimp engumpuian
Database Database
Membuat laporan database untuk mendata UKM ke w“wﬁcﬂdﬂ%ﬂ; MM"M:
6 seluruh Kel/desa dan mebuat laporan hasil Surat Pemberitahuan 3 Hari D m»mo_u mwm UKM
pendataan UKM ke seluruh Kel/Desa untuk diperikas Pengumpulan UKM FE—
oleh kabid '
Pengumpulan database
7 Memeriksa hasil laporan pendataan UKM jika setuju / Laporan Hasil 1. Jairy Laporan Hasil
akan menugaskan kasi untuk dikirimkan ke provinsi \ TIDAK Pengumpulan database Pengumpulan database
Menugaskan staff untuk mengirimkan laporan hasil Ya e Laporan Hasil Laporan Hasil
8 |pendataan UKM ke provinsi untuk ditindaklanjuti P oﬂ gumpulan database 1 Jam vmﬂnca pulan database
melalui email
z
Mengirimkan hasil pendataan UKM ke provinsi untuk L Hasil Laporan Hasil
9 |ditindalanjuti melalui email dan mengarsipkan hasil aporen Las 1 Jam P




DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

BIDANG KOPERASI DAN UKM

NOMOR SOP : SOP/XVII.C.c.04/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI |-
TGL. EFEKTIF ;
DISAHKAN OLEH Kepala Bidang Kgperasi dan UKM
aryantp, SE
Pemijna Tk. | (IV/b)
NIP. 19640115 199303 1 004
NAMA SOP : SOSIALISASI UKM

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1 Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

3 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan
Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah No.
23/PER/M.KUKM/XI1/2005 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah No. 32/Kep/M.KUKM/IV/2003
tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM

5 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah

6 Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SOP - AP

4. Memiliki sikap jujur dan teliti

1. Memahami peraturan mengenai usaha mikro kecil dan menengah
2. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
3. Mampu melakukan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pendataan UKM 1. Komputer
2. Printer
3. ATK

4. Mesin Fotocopy

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Sosialisasi UKM tidak dijalankan dengan baik maka kegiatan sosialisasi
akan terhambat

1. TOR, RAB, SPK, Materi

2. Surat Undangan Sosialisasi
3. Jadwal Sosialisasi

4. Daftar Hadir Sosialisasi

5. Laporan Sosialisasi




SOP SOSIALISASI UKM

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
e Kepala Bidang| Kepala Seksi | Kepala Dinas Staff Kelengkapan Waktu Output 4
Memerintahkan Kasi untuk mempersiapkan bahan O ) ; ;

1 pelaksanaan sosialisasi UKM Agenda Kerja 15 Menit |Instruksi
Mempersiapkan Bahan-bahan , RAB kegiatan Direfi. Babian:
pelaksanaan sosialisasi dan Membentuk tim pelaksana A Draft Bahan-bahan, .

2 A : 5Hari |bahan, RAB, SPK,
kegiatan dan menunjuk narasumber serta RAB Materi
mempersiapkan materi sosialisasi
Memeriksa Bahan-bahan, RAB, SPK dan materi X TIDAK Draft Bahan-

3 |sosialisasi. Jika ya, maka akan diteruskan ke Kadis. Jika . Dret Banan-bahah | 2Jam |bahan, RAB, SPK,
tidak, maka akan dikembalikan untuk diperbaiki ! ’ Materi

YA v

4 Menetapkan SPK dan narasumber. Dan memerintahkan Draft Bahan-bahan, tiddi Bahan-bahan,
untuk mengirim undangan melalui Kabid dan Kasi RAB, SPK, Materi RAB, SPK, Materi
Mengirim surat undangan ke peserta langsung selaku A S

. : urat Undangan dan . |Surat Undangan

5 cxz .mm:m mempersiapkan sarana prasarana kegiatan Jadboe] 1 Hari dan Jadwal
sosialisasi
Menerima nama/lembaga peserta sosialisasi UKM dan I — Daftar Hadir

6 |Melaksanakan keiatan sosialisasi serta membuat laporan 9 1 Hari |Laporan Kegiatan

. L . Jadwal S
kegiatan sosialisasi untuk di teruakan ke bendahara Sosialisai




NOMOR SOP : SOP/XVII.C.c.05/DISDAGKOPKABLABURA/2021
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI |-
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH : Kepala Bidang Koperagi dan UKM
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
BIDANG KOPERASI DAN UKM
Pembina Tk. | (IV/b)
NIP. 19640115 199303 1 004
: PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI

NAMAISOP PEMUDA/PEMUDI PENGANGGURAN

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1 Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1. Memahami peraturan mengenai usaha mikro kecil dan menengah
2 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun |2. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office

2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 3. Mampu melakukan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah
3 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan 4. Memiliki sikap jujur dan teliti

Usaha Mikro dan Kecil

4 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah No.
23/PER/M.KUKM/XI/2005 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Menteri
Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah No.
32/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan
Sentra UKM

5 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah

6 Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

SOP - AP
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pendataan UKM 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Mesin Fotocopy
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda/pemudi pengangguran tidak 1. Jadwal Pelatihan Kewirausahaan

dijalankan dengan baik maka fungsi dinas koperasi dan umkm tidak berjalan lancar 2 Nama Narasumber
3 Materi Pelatihan Kewirausahaan

4 Undangan Pelatihan Kewirausahaan
5 Laporan Pelatihan Kewirausahaan




SOP PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA/PEMUDI PENGANGGURAN

PELAKSANA Mutu Baku
No Kegiatan Kepala Kepala Kepala - Keterangan
K
Bidang Seksl Staf Dinas TIM Panitia elengkapan Waktu Output
1 Zmzm.smnaxm_xm: x.mm_ untuk .Bmaccm» perencanaan stk 2 Menit Riiiksi
pelatihan dan bimbingan kewirausahaan.
—]
[
Menugaskan staf untuk membuat perencanaan pelatihan
2 |dan bimbingan kewirausahaan sesuai DPA Kabupaten/ Instruksi 2 Menit Instruksi
Kota
JUaui
Membuat perencanaan pelatihan dan bimbingan Nara Sumber . |Perencanaan
3 : 4 Jadwal 1 Hari ;
kewirausahaan sesuai DPA Kabupaten/Kota Pelatihan
pelaksanaan
Tamnat
Memeriksa perencanaan pelatihan bimbingan
4 |kewirausahaan Kabupaten/Kota dan menyampaikan Wma_...omzmm: 3Jam ParSncanENn
. y elatihan Pelatihan
kepada Kepala Bidang
. \ 4
Memverifikasi perencanaan pelatihan bimbingan, jika
5 |sesuai akan paraf kordinasi dan diteruskan ke kadis, jika TIpAK _umqmaomsmm: 1 Jam .uo_aaom:mm:
: 4 ; Pelatihan Pelatihan
tidak akan dikembalikan i
L
Memverifikasi perencanaan pelatihan bimbingan, jika TIDAK
6 sesuai akan di tandatangan dan menugaskan kabid Perencanaan 1 Jaf Perencanaan
untuk melaukan kegiatan pelatihan bimbingan, jika tidak Pelatihan Pelatihan
akan dikembalikan "




SOP PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA/PEMUDI PENGANGGURAN

PELAKSANA Mutu Baku
No Kegiatan Kepala Kepala Kepala - Keterangan
Bidang Seksi Staf Dinas TIM Panitia | Kelengkapan Waktu Output
v

7 Menerima perencanaan pelatihan dan menginstruksikan Perencanaan 30 Menit Perencanaan

Kepala Seksi untuk pembentukan panitia Pelatihan Pelatihan
8 Membentuk panitia pelaksanaan pelatihan pembinaan Perencanaan 30 Menit Perencanaan

Kel/Desa dan mengkonsep SK TIM Panitia Pelatihan Pelatihan

\

Mengetik SK Tim Panitia dan diteruskan ke kasi untuk Konsep SK TIM .. |Konsep SKTIM
9|, = . A 20 menit ¥

diverifikasi Panitia Panitia

¥ 7}

Memverifikasi SK tim panita, jika sesuai paraf koordinasi | TIDAK
10 |dan diteruskan ke Kabid, jika tida akan di kembalikan —> == nplonld SKTIM | 10 menit WM”mM, SKTIM

untuk di perbaiaki <

]

Memverifikasi SK tim panita, jika sesuai paraf koordinasi YA K

11 |dan diteruskan ke Kadis, jika tida akan di kembalikan onsep SKTIM | 40 menit [Konsep SKTIM
- : S Panitia Panitia
untuk di perbaiaki
_ v

Menandatangani SK Tim panita dan diteruskan ke kabid Konsep SK TIM ’ ! -
12 untuk diserahkan ke Tim Panitia Panitia 10rmentt |SK Ty Panita
13 Smncmmmwms kasi untuk memberikan SK Tim Panitia ke SK Tim Panitia 10 menit |SK Tim Panitia

Tim panitia

U




SOP PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA/PEMUDI PENGANGGURAN

PELAKSANA Mutu Baku
No Kegiatan Kepala Kepala Kepala " Keterangan
Bidang Seksi Staf Dinas TIM Panitia | Kelengkapan Waktu Output
y
14 [Menugaskan staf untuk memeberikan SK Tim SK Tim Panitia 10 menit |SK Tim Panitia
A

15 |[memberikan SK panitai ke Tim panitia SK Tim Panitia 10 menit |SK Tim Panitia

Mempersiapkan pelaksanaan pelatihan Kel/Desa sesuai L el ceiaDan
o . Daftar Hadir, |Pelaksanaan
dengan SK TIM Panitia dan Melaksanakan kegiatan . s : A .

L elatihan pembinaan Kel/Desaa serta Membuat laporan SKTim Fanitia “Minggu |Laporan pelatihan dilaukan
P iaksan P kediatan pelath R h Pelaksanaan semalam 3 hari
pelaRaanacn keg P il Pelatihan
Memeriksa laporan pelaksanaan pelatihan jika sesuai X
kan menyampaikan laporan kepada Kepala bidang /

Kepala Dinas serta Bendahara sebagai Laporan Eapordi

17 ["SPa'a Uinas sefia Sen 9 \ TIDAK Pelaksanaan 1Hari |Pelaksanaan
pertanggungjawaban dan menugaskan staf untuk Sefatihan Eelatihan
mengarsip laporan jika tidak akan dikembalikan untuk YA
diperbaiki

\ Laporan
18 |Mengarsipkan Laporan Kewirausahaan Pelaksanaan 15 Menit |Arsip
Pelatihan




